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According to Imam Al-Mawardi, Caliph, King, Sulthan, the Imamate or the head of 
state to replace prophetic institution in order to protect and regulate the religious life of 
the world. Al-Mawardi has set clear requirements for a head of state. Indonesia, which 
is one of the countries in the world with a majority Muslim population and the largest 
number in the world, heads of State and lifting mechanisms thought to follow the 
requirements of Islamic law. The results showed that the election of the head of state in 
Islam is done in ways that vary according to the circumstances. These differences can 
be understood as the dynamics of the election of Heads of State in Islam which will 
continue to take place according to the roll of time, circumstances, and conditions. 
Election of the president and vice president in Indonesia has undergone significant 
changes. In the Old Order and the New Order president and vice presidential election 
conducted by members of the Assembly. Meanwhile, since the Reform Era to the present 
election of president and vice president made directly by the people. Electoral system 
and the president and vice president of the terms of the president and vice president 
candidates in Indonesia as described in Law No. 42 of 2008 on the General Election of 
President and Vice President are in accordance with Islamic law. In fact, according to 
the author terms the president and vice president candidates contained in Law No. 42 of 
2008 was not only appropriate, but the adoption of Islamic law derived from the Quran 
and Al-Sunnah.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Kepemimpinan adalah salah satu dari 
kebutuhan masyarakat baik  pada 
masyarakat tradisional maupun masyarakat 
modern. Seorang pemimpin akan selalu  
ada  pada setiap komunitas masyarakat 
yang berfungsi sebagai pelindung dan 
pengayom masyarakat. Sosok pemimpin 
memiliki istilah yang berbeda sesuai zaman 
dan tempat masing-masing misalnya di 
Indonesia berbeda dengan yang ada di 
Thailand sebagai salah satu negara 
tetangganya. Sejak zaman kerajaan Hindu 
dan Budha dengan munculnya kerajaan 
Taruman Negara, Sriwijaya, Singosari dan 
yang lainnya menunjukkan adanya 
kebutuhan akan seorang pemimpin. 
Kepemimpinan pada waktu itu lebih 
ditekankan pada faktor keturunan 
geneologis di mana seorang raja dipilih 
karena ada garis keturunan dengan raja 
tersebut.1 
Pada masa Orde Lama terbukti ada 
beberapa penyimpangan yang dilakukan 
oleh MPR salah satunya pernah 
menetapkan Sukarno sebagai presiden 
seumur hidup. Setelah tumbang Orde Lama 
maka digantikan dengan Orde Baru. Dalam 
hal ini Sjamsuddin dkk. mengatakan 
sebagai berikut: 
“Orde Baru   merupakan suatu 
upaya koreksi atas pemerintahan 
sebelumnya, diawal pemerintahan-
nya Suharto menyatakan tekad 
untuk melaksanakan Pancasila 
dan UUD 1945 secara murni dan 
konsekuen. Secara umum 
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pemerintahan Orde Baru telah 
berhasil mengatasi permasalahan 
yang ditinggalkan oleh 
pemerintahan sebelumnya. Sistem 
politik telah diciptakan untuk 
stabil, bahkan menjadi prestasi 
tersendiri dalam stabilitas 
pemerintahan dibandingkan 
dengan pemerintahan sebelumnya. 
Kabinet pada masa Orde Baru   
telah mampu melaksanakan 
program-programnya secara 
periodik pemerintah telah mem-
buat Rencana Pembangunan Lima 
Tahun (Repelita) dan telah 
berjalan dengan baik. Pemerintah 
Orde Baru   juga berhasil me-
laksanakan pemilihan umum untuk 
lembaga legeslatf sesuai dengan 
mekanisme perundang-undangan 
yang berlaku. Sementara itu 
mekanisme pemilih-an presiden 
telah berlangsung secara 
konstitusional sebagai tindak 
lanjut dari pemilihan umum yang 
dilakukan pada tahun  1971, 1977, 
1982, 1987,1992 dan 1997.”2  
Pada tahun 1998 setelah runtuh dan 
berakhirnya rezim Orde Baru   terjadilah 
reformasi, maka pemerintahan Orde Baru 
pun tergantikan dengan sistem pemerintah-
an reformasi, di mana dalam perjalanannya 
telah dipimpin oleh beberapa presiden dan 
wakilnya. Pada pelaksanaannya sering 
mengalami perubahan,  salah satunya 
melakukan amandemen terhadap Undang-
Undang Dasar 1945, dengan maksud agar 
tidak terulang lagi penyimpangan dalam 
praktik kelembagaan negara tersebut 
meskipun pada awalnya sempat terjadi pro 
kontra, namun Undang-Undang Dasar 1945 
pun telah beberapa kali diamandemen, 
termasuk perundang-undangannya pada 
                                                 
2 Sjamsuddin, et. al. dalam Pribadi Toto, dkk. 
Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Penerbit 
Universitas Terbuka. 2007), Cet. ke-2., hlm. 610-
611. 
undang-undang pemilu presiden dan wakil 
presiden. 
Indonesia pasca reformasi memiliki 
beberapa peraturan terkait dengan 
kepemimpinan salah satu dari peraturan 
tersebut adalah Undang-undang tentang 
Pemilihan Umum  Presiden dan Wakil 
Presiden yaitu Undang-Undang Pemilu No. 
23  Tahun 2003 dan kemudian mengalami 
perubahan ke undang-undang berikutnya 
yaitu disempurnakan dengan keluarnya 
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, 
tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden di Indonesia.  
Ada beberapa bab, pasal, ayat dan 
butir  dalam Undang-undang tentang 
Pemilihan Umum  Presiden dan Wakil 
Presiden yaitu Undang-Undang Pemilu No. 
23  Tahun 2003 dan kemudian mengalami 
perubahan ke undang-undang berikutnya 
yaitu disempurnakan dengan keluarnya 
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, 
tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden di Indonesia yang  cukup menarik 
untuk dijadikan bahan penelitian mengingat 
substansi persoalan yang terkandung dalam 
pasal-pasal tersebut memiliki persinggung-
an yang cukup penting dengan prinsip-
prinsip ajaran Islam mengenai pemilihan 
kepala negara dalam Islam. 
B. Identifikasi Masalah 
Ada beberapa  masalah yang terkait 
dengan masalah pemilihan presiden dan 
wakil presiden di Indonesia dalam 
prespektif Islam. Masalah yang dapat 
diidentifikasi antara lain adalah: 
1. Pemilihan presiden dan wakil 
presiden di Indonesia yang 
menggunakan sistem demokrasi; 
2. Pemilihan presiden dan wakil 
presiden  secara langsung yang 
dilaksanakan di Indonesia; dan 
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3. Syarat-syarat presiden dan wakilnya 
dalam Undang-Undang  No. 42 
Tahun 2008. 
Berdasarkan latar belakang masalah 
di atas diketahui bahwa ada beberapa 
permasalahan berkenaan dengan pemilihan 
presiden dan wakil presiden di Indonesia 
dalam presfektif Islam. Selain itu dalam 
konteks ke-Indonesiaan apakah pemilihan 
presiden dan wakil presiden di Indonesia 
memiliki transformasi dengan model 
pemilihan kepala negara dalam Islam? 
Agar penelitian  lebih mendalam maka 
difokuskan pada pertanyaan-pertanyaan 
berikut:  
1. Bagaimana pemilihan presiden dan 
wakil presiden  menurut hukum 
Islam? 
2. Bagaimana perkembangan dan 
perubahan mekanisme pemilihan 
presiden dan wakil presiden  di 
Indonesia?  
3. Apakah sistem pemilihan presiden 
dan wakil presiden dan syarat-syarat 
presiden dan wakil presiden dalam 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2008 sudah sesuai dengan hukum 
Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui secara komprehensif mengenai 
hubungan antara sistem dan mekanisme 
pemilihan presiden dan wakil di Indonesia 
dengan sistem dan mekanisme pemilihan 
kepala negara dalam Islam yang tujuannya 
secara rinci adalah sebagai berikut: 
1.  Untuk mengetahui pemilihan 
presiden dan wakil presiden menurut 
hukum Islam; 
2. Untuk mengetahui perkembangan dan 
perubahan mekanisme pemilihan 
presiden dan wakil presiden  di 
Indonesia; dan 
3. Untuk mengetahui kesesuaian sistem 
pemilihan presiden dan wakil 
presiden dan syarat-syarat presiden 
dan wakil presiden dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 
dengan hukum Islam. 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini memiliki dua kegunaan 
yaitu: kegunaan teoritis dan kegunaan 
praktis. Adapun kegunaan teoritis adalah 
untuk mengkaji secara komprehensif 
mengenai pemilihan kepala negara menurut 
Islam dan Undang-undang Nomor 42 
Tahun 2008 di Indonesia. Sebagai hipotesa 
awal bahwa kedua model pemilihan kepala 
negara ini memiliki persamaan dalam 
beberapa hal. Di antaranya adalah 
mengenai tujuan dari adanya kepala negara 
atau presiden dan wakil presiden tersebut 
yaitu sebagai pengayom bagi masyarakat.  
Hasil penelitian ini akan dirasakan 
manfaatnya bagi seluruh lapisan 
masyarakat. Tidak hanya para politisi tapi 
juga seluruh umat Islam yang memiliki 
kewajiban untuk memilih pemimpin 
mereka. Selain itu penelitian ini juga 
berupaya untuk mendekatkan hukum Islam 
dengan hukum positif di Indonesia, 
kemudian untuk melihat sejauh mana 
mekanisme yang dilakukan dalam 
perundang-undangan di Indonesia sudah 
sesuai dengan ajaran Islam atau masih jauh, 
sehingga fungsi dari hukum Islam sebagi 
sumber hukum nasional dapat 
dioptimalkan. Dengan kata lain, hasil 
penelitian ini berguna dalam 
pengembangan khazanah keilmuan Islam 
khususnya yang  berkenaan dengan hukum 
Islam dan politik Islam. 
Sementara itu kegunaan praktis dari 
penelitian ini adalah mendekatkan hukum 
Islam dan hukum positif di Indonesia 
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kepala negara menurut keduanya. 
Penelitian ini diharapkan memiliki 
kegunaan praktis, di antaranya adalah:  
1. Menjadi bahan masukan bagi para 
pengambil kebijakan terutama 
berkaitan dengan pemilihan presiden 
dan wakil presiden secara khusus dan 
pengelolaan negara pada umumnya. 
2. Menjadi pedoman bagi para 
pemimpin khususnya presiden dan 
wakil presiden serta para pemimpin 
pada umumnya. 
E. Kerangka Teori 
1. Grand Theory 
Teori Hukum Kritis merupakan teori 
yang dikembangkan oleh Aliran Studi 
Hukum Kritis (Critical Legal Studies). 
Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal 
Studies) muncul di Amerika Serikat pada 
tahun 1970-an sebagai salah satu arus 
pemikiran hukum yang mencoba keluar 
dari hegemoni atau pikiran-pikiran yang 
dominan dari para ahli hukum Amerika 
yang pada saat itu dalam mapan.3 Sarjana 
yang mempelopori aliran Studi Hukum 
Kritis (Critical Legal Studies) di Amerika 
yaitu pertama, Roberto M. Unger yang 
mencoba mengintegrasikan dua paradigma 
yang saling bersaing antara paradigma 
konflik dan paradigma konsensus. Kedua, 
David Kaiyrs yang melakukan kritik 
terhadap hukum liberal yang dipandang 
sebagai hukum yang melayani sistem 
kapitalisme. Ketiga, Duncan Kennedy, 
yang menggunakan metode elektis dalam 
hukum.4 
                                                 
3Otje Salman, Filsafat Hukum Perkembang-
an dan Dinamika Masalah, (Bandung: Refika 
Aditama. 2012), Cet. 3, hlm. 73. 
4Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori 
Hukum (Menginga, Mengumpulkan dan Membuka 
Kembali), (Bandung: Refika Aditama. 2004), Cet. 1, 
hlm. 124. 
Secara terminologi, Studi Hukum 
Kritis (Critical Legal Studies) adalah teori 
yang berisi penentangan terhadap norma-
norma dan standar-standar di dalam teori 
dan praktek hukum yang selama ini telah 
diterima secara mapan.5 Lebih jauh 
menurut FX Adji Samekto, Aliran Studi 
Hukum Kritis percaya bahwa logika-logika 
dan struktur hukum muncul dari adanya 
power relationship dalam masyarakat. 
keberadaan hukum adalah untuk 
mendukung kepentingan-kepentingan atau 
kelas dalam masyarakat yang membentuk 
hukum tersebut. Dalam kerangka ini, maka 
mereka yang kuat secara ekonomi maupun 
politik menggunakan hukum sebagai 
instrumen untuk melakukan penekanan 
kepada masyarakat sebagai cara untuk 
mempertahankan kedudukannya.6 
Ide dasar atau tesis dari teori Studi 
Hukum Kritis (Critical Legal Studies) 
adalah bahwa hukum pada hakikatnya tidak 
dapat dipisahkan dari pengaruh politik dan 
ekonomi, dan hukum tidaklah netral 
maupun bebas nilai. Hukum sejak proses 
pembentukkan sampai pemberlakuannya 
selalu mengandung pemihakan-pemihakan, 
sekalipun dibentuk suatu keyakinan bahwa 
hukum itu netral dan obyektif.7 Menurut 
Ifdhal Kasim, ada sesuatu yang terlupakan 
dalam formalisme hukum yang kemudian 
menjadi kritik bagi studi hukum kritis. Dan 
hal tersebut merupakan hal mendasar, 
substasial dan fundamental yaitu 
memunculkan sisi kemanusiaan dalam 
optik yang lebih sadar dalam berhukum, 
optik yang memihak pada kepentingan 
kaum lemah (interessen der schwachen) 
                                                 
5FX Adji Samekto, Studi Hukum Kritis: 
Kritik terhadap Hukum Modern, (Bandung: Citra 
Aditya Bakti. 2005), hlm. 57. 
6Ibid. 
7Ibid., hlm. 58. 
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dan optik yang memihak kepentingan sosial 
(sozialen interessen).8 
Pola-pola dasar pemikiran dalam 
studi hukum kritis menurut Herman J. 
Pietersen, sebagaimana dikutip oleh FX 
Adji Samekto, pendekatannya subjektif-
idealis yang didasarkan pada pemikiran 
yang bersifat missionary-developmental 
(pemikiran atau tujuan yang bersifat 
membangun). Pendekatan yang bersifat 
subjektif-idealis ini ditandai dengan 
karakteristiknya sebagai berikut: 
a. Kebenaran dilihat dari perspektif 
ideologi, konsep, atau prinsip-prinsip 
tertentu, dalam arti sesuatu bisa 
dikatakan benar apabila ia sesuai 
dengan ideologi, konsep atau prinsip-
prinsip tertentu. 
b. Melibatkan nilai-nilai masyarakat 
atau nilai-nilai yang bersifat komunal, 
seperti ideologi dan bukan nilai 
personal. 
c. Bersifat humanisme dalam arti 
mengedepankan kepentingan 
kemanusiaan sehingga pertimbangan-
pertimbangan extra legal tidak akan 
terpisahkan. 
d. Bersifat developmental-reformist, 
dalam arti pendekatan ini lebih 
bermakna perubahan atau 
membangun suatu kesadaran tertentu. 
e. Transenden, dalam arti analisis-
analisis terhadap realitas menyangkut 
hal-hal diluar practical experience. 
f. Bertujuan untuk mempengaruhi atau 
merekayasa kehidupan masyarakat 
agar sesuai dengan ide-ide atau 
prinsip-prinsip tertentu.9 
                                                 
8 Ifdhal Kasim, “Malampaui Ortodoksi 
Formalisme Kajian Hukum Progresif dalam 
Perspektif  Studi Hukum Kritis”, dalam Myrna A. 
Safitri, dkk.  (Ed.), Satjipto Rahardjo dan Hukum 
Progresif: Urgensi dan Kritik, (Jakarta: Epistema-
HuMa. 2011), hlm. 84. 
9FX Adji Samekto, Studi Hukum ..., hlm. 65. 
Berdasarkan teori hukum kritis 
tersebut di atas kaitannya dengan masalah 
yang diteliti bahwa Undang-undang No. 42 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden di Indonesia 
merupakan produk hukum modern yang 
keberadannya berdasarakan teori hukum 
kritis diduga untuk mendukung 
kepentingan-kepentingan sekelompok ahli 
politik dalam masyarakat yang membentuk 
hukum tersebut. Kelompok kepentingan 
tersebut, mereka memiliki kekuatan secara 
ekonomi maupun politik untuk 
menggunakan hukum sebagai instrumen 
untuk melakukan penekanan kepada 
masyarakat sebagai cara untuk 
mempertahankan kedudukannya.  
Pemilihan presiden dan wakilnya 
sebagaimana tertuang dalam Undang-
undang No. 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 
Indonesia berdasarkan perspektif hukum 
kritis pada hakikatnya tidak dapat 
dipisahkan dari pengaruh politik dan 
ekonomi, dan hukum tidaklah netral 
maupun bebas nilai. Hukum sejak proses 
pembentukan sampai pemberlakuannya 
selalu mengandung pemihakan-pemihakan, 
sekalipun dibentuk suatu keyakinan bahwa 
hukum itu netral dan obyektif. 
 
2. Middle  Range Theory 
Middle  Range Theory atau teori 
menengah yang digunakan adalah teori 
legislasi Ilmu perundang-undangan yang 
dibagi menjadi dua. Menurut Burkhardt 
Krems Ilmu pengetahuan perundang-
undangan yang merupakan terjemahan dari 
"Gezetbungswissenchaft" adalah cabang 
ilmu baru yang awalnya berkembang di 
Eropa Barat, terutama di negara - negara 
yang berbahasa Jerman. Istilah lain yang 
sering dipakai adalah "Wetgevingswetenschap" 
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utama yang mencetuskan ilmu ini antara 
lain: Peter Noll (1973) dengan istilah 
"Gezetbungslehre", Jurgen Rodig (1975) & 
Werner Maihofer dengan istilah 
"Gezetbungswissenschaft", S.O. van Poelje 
(1980) dengan istilah "Wetgevingsleer" 
atau "Wetgevingskunde".10 
W.G. van der Valden (1988) dengan 
istilah "Wetgevingstheorie" A. Hamid S. 
Attamimi (1975) dengan istilah "Ilmu 
pengetahuan perundang-undangan" Ilmu 
pengetahuan perundang-undangan (Gezet-
bungswis senschaft) adalah ilmu 
pengetahuan tentang pembentukan 
peraturan negara, yang merupakan ilmu 
yang bersifat interdisipliner.  
a. Teori Perundang-undangan (Gezet-
bungstheorie) yang berorientasi pada 
mencari kejelasan dan kejernihan 
makna atau pengertian - pengertian 
dan bersifat kognitif.  
b. Ilmu perundang-undangan (Gezet-
bungslehre) yang berorientasi pada 
melakukan perbuatan dalam hal 
pembentukan peraturan perundang - 
undangan dan bersifat normatif 
Burkhardt Krems membagi kedua 
bagian tersebut dalam tiga sub bagian 




undangan (Legislation, Wetgeving, atau 
Gezetbung) dalam beberapa kepustakaan 
mempunyai dua pengertian yang berbeda. 
Dalam kamus umum yang berlaku, istilah 
"Legislation" dapat diartikan dengan 
perundang - undangan dan pembuatan 
                                                 
10Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu 
Perundang-Undangan Dasar-dasar Dan 
Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius. 1998), 
hlm. 3. 
11 Ibid., hlm. 2. 
undang-undang, istilah "Wetgeving" 
diterjemahkan dengan perngertian 
membentuk undang - undang dan 
keseluruhan dari pada UU Negara, 
sedangkan istilah "Gezetbung" 
diterjemahkan dengan pengertian 
perundang-undangan. Pengertian 
"Wetgeving" dan "Juridischwoordenboek". 
Perundang-undangan merupakan proses 
pembentukan atau proses membentuk 
peraturan Negara, baik di tingkat pusat 
mauapun di tingkat daerah.12 
Perundang-undangan adalah segala 
peraturan Negara yang merupakan hasil 
pembentukan peraturan baik di tingkat 
pusat maupun di tingkat daerah. Dalam UU 
No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, 
dirumuskan pula tentang kedua pengertian 
tersebut dalam pasal 1 angka satu dan 
angka dua Pembentukan Peraturan 
Perundang-undang adalah proses 
pembuatan Peraturan Perundang-undangan 
yang pada dasarnya dimulai dari 
perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, 
perumusan, pembahasan, pengesahan, 
pengundangan, dan penyebarluasan. 
Peraturan Perundang-undangan adalah 
peraturan tertulis yang dibentuk oleh 
lembaga negara atau pejabat yang 
berwenang dan mengikat secara umum. 
Fungsi Ilmu Perundang-undangan dalam 
Pembentukan Hukum nasional 
Pengembangan ilmu di bidang Perundang-
undangan terasa semakin diperlukan, 
sebagai wacana untuk membentuk Hukum 
Nasional, oleh karena Hukum Nasional 
yang dicita-citakan akan terdiri dari hukum 
tertulis dan tidak tertulis. Selain itu 
pembentukan hukum tertulis itu dirasakan 
sangat perlu bagi perkembangan 
masyarakat dan negara saat ini. 
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3. Apllication Theory  
Sistem hukum akan berubah dari 
waktu ke waktu dan dari masa ke masa, 
oleh karena itu perubahan hukum adalah 
sebuah keniscayaan. Untuk melihat 
bagaimana mekanisme pemilihan kepala 
negara dalam Islam dan di Indonesia maka 
digunakan teori perubahan hukum yang 
dikembangkan oleh Satjipto Raharjo.13 
Teori ini menyebutkan bahwa hukum 
adalah untuk manusia, dan bukan 
sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya 
bangunan peraturan, melainkan juga 
bangunan ide, kultur, dan cita-cita”. Ia juga 
menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu 
kembali pada filosofis dasarnya, yaitu 
hukum untuk manusia. Dengan filosofis 
tersebut, maka manusia menjadi penentu 
dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas 
melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh 
karena itu, hukum itu bukan merupakan 
institusi yang lepas dari kepentingan 
manusia. Mutu hukum ditentukan oleh 
kemampuannya untuk mengabdi pada 
kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan 
hukum progresif menganut “ideologi” : 
Hukum yang pro-keadilan dan Hukum 
yang Pro-rakyat. Logika itulah revitalisasi 
hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum 
progresif, proses perubahan tidak lagi 
berpusat pada peraturan, tetapi pada 
kreativitas pelaku hukum mengaktuali-
sasikan hukum dalam ruang dan waktu 
yang tepat. Para pelaku hukum progresif 
dapat melakukan perubahan dengan 
melakukan pemaknaan yang kreatif 
terhadap peraturan yang ada, tanpa harus 
menunggu perubahan peraturan (changing 
the law). Peraturan buruk tidak harus 
menjadi penghalang bagi para pelaku 
hukum progresif untuk menghadikarkan 
                                                 
13 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan 
Sosial, (Yogyakarta: Genta Publishing.2009), Cet. 
ke-3, hlm. 22.  
keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, 
karena mereka dapat melakukan 
interprestasi secara baru setiap kali 
terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar 
hukum dirasakan manfaatnya, maka 
dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif 
menterjemahkan hukum itu dalam 
kepentingan-kepentingan sosial yang 
memang harus dilayaninya.  
Berdasarkan teori ini keadilan tidak 
bisa secara langsung ditemukan lewat 
proses logis formal. Keadilan justru 
diperoleh lewat institusi, karenanya, 
argumen-argumen logis formal “dicari” 
sesudah keadilan ditemukan untuk 
membingkai secara yuridis-formal 
keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh 
karena itu menurut konsep hukum 
progresif, hukum tidak mengabdi bagi 
dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan 
yang berada di luar dirinya.14 
F. Metodologi  Penelitian 
1. Pendekatan dan Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pen-
dekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 
menjadikan ketentuan-ketentuan dalam 
hukum Islam sebagai perspektif dalam 
melihat peristiwa hukum dalam hal ini 
pemilihan presiden dan wakil presiden di 
Indonesia. Undang-Undangan yang 
mengatur tentang hal ini adalah Undang-
undang No. 42 Tahun 2008. Pendekatan ini 
digunakan untuk melihat secara kritis 
dalam ranah hukum Islam mengenai 
pemilihan presiden dan wakil presiden di 
Indonesia termasuk dalam undang-undang 
tersebut.  
Metode penelitian yang digunakan  
dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian yuridis normatif. Data yang 
digunakan adalah data kualitatif yang 
                                                 
14Satjipto Raharjo, Membedah Hukum 




Kritik Hukum Islam ... 
 
AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM 
dengan tema pemilihan kepala negara 
dalam hukum Islam dan pemilihan presiden 
dan wakil presiden di Indonesia.  
 
2. Sumber Data 
Sumber data primernya adalah teks 
Undang-Undang tentang pemilihan 
presiden dan wakil presiden di Indonesia, 
yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 
serta peraturan yang menyertainya dan 
karya para ulama fiqh yang ahli dalam 
ketatanegaraan dalam hukum Islam, yaitu 
(1) Al-Mawardi yang nama lengkapnya 
Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin 
Habib al-Basri Al-Baghdadi al-Syafi’i 
dengan karyaya: Al-Ahkam al-Sulthaniyyah 
wa al-Wilayah al-Diniyyah; (2) Abd al-
Rahman Ibn Khaldun dengan karyanya: 
Muqaddimah yaitu Jilid I dari Kitab Al-
‘Ibar wa al-Diwan al-Mubtada’ wa al-
Khabar; dan (3) Abu Hamid Muhammad 
bin Muhammad al-Ghazali dengan 
karyanya: Ihya Ulumuddin. Sedangkan 
sumber data sekundernya adalah 
kepustakaan-kepustakaan lain baik yang 
berhubungan dengan pemilihan presiden  
dan wakil presiden di Indonesia maupun 
yang berhubungan dengan pemilihan 
kepala negara dalam hukum Islam yang 
dijadikan obyek penelitian ini.  
Langkah-langkah yang ditempuh 
dalam penelitian meliputi pengumpulan 
data yang berasal dari berbagi literatur yang 
relevan dengan tema. Selanjutnya data 
dikaji dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis. Langkah selanjutnya 
mengkaji apakah ada keterkaitan antara 
pemilihan kepala daerah menurut Islam dan 
hukum positif di Indonesia.  Setelah data 
dikaji selanjutnya diambil satu kesimpulan 
yang menjadi jawaban bagi penelitian ini.  
3. Jenis Data  
Data dalam penelitian ini berupa data 
kualitatif, yaitu informasi-informasi yang 
berbentuk uraian konsep dalam Undang-
Undang No. 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 
Indonesia dan informasi-informasi yang 
ada dalam kara para ulama yang 
berhubungan dengan pemilihan kepala 
negara dalam hukum Islam. Secara spesifik 
jenis data kualitatif yang dikumpulkan 
dalam penelitian ini adalah data yang 
berhubungan dengan masalah-masalah 
sebagai berikut:  
a. Pemilihan presiden dan wakil 
presiden  menurut hukum Islam; 
b. Perkembangan dan perubahan 
mekanisme pemilihan presiden dan 
wakil presiden  di Indonesia; dan 
c. Substansi dan mekanisme pemilihan 
presiden dan wakil presiden di 
Indonesia dalam Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2008 dan dalam 
hukum Islam. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi kepustakaan 
(literature study) yang dilakukan dengan 
cara meneliti berbagai pustaka yang relevan 
dengan topik penelitian. Kepustakaan yang 
dipelajari adalah Undang-Undang, buku-
buku, kitab-kitab baik yang berbahasa 
Indonesia, Arab, maupun Inggris yang 
printed out juga yang berbentuk e-book. Di 
samping itu juga artikel-artikel yang 
relevan baik yang berbentuk printed out 
maupun online dijadikan bahan yang 
dipelajari dalam penelitian ini. Beberapa 
data pendukung yang juga dipelajari dalam 
penelitian ini adalah hasil penelitian 
sebelumnya baik berupa laporan penelitian, 
disertasi, tesis, artikel di berbagai media 
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dan sumber lainnya yang relevan dengan 
obyek penelitian. 
5. Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik studi 
kritis. Analisis data dilakukan sejak 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi.15 Reduksi data dilakukan secara 
terus-menerus sejak awal penelitian. Proses 
ini berupa pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan, 
transformasi data kasar terutama yang 
muncul dalam proses penelitian. Sejak 
proses pengumpulan data, reduksi data juga 
berupa membuat ringkasan, mengkode, 
menelusur tema, membuat gugus-gugus, 
membuat partisi, menulis memo dan 
sebagainya. Dalam proses ini penulis 
memilih data yang relevan dan membuang 
data yang tidak relevan. Pada data yang 
relevan dilakukan penajaman, 
penggolongan, pengarahan, membuang 
data yang tidak perlu dan 
mengorganisasikan data sehingga 
kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 
ditarik dan diverifikasi.  
Selanjutnya tahap penyajian data, 
pada tahap ini penulis melakukan 
penyederhanaan data, penyeleksian dan 
konfigurasi data kemudian memadukanya 
sehingga data mudah dipahami dan dapat 
diambil kesimpulan. Tahap akhir dari 
analisis data adalah penarikan kesimpulan, 
tahap ini sebenarnya sudah dimulai sejak 
awal penelitian berupa kesimpulan 
sementara (hipotesa) yang belum jelas, 
seiring berjalannya penelitian maka 
                                                 
15 Matthew B. Mills dan  A. Michael 
Huberman, Analisis Data Kualitatif. (Jakarta: UI 
Press. 2009). hlm. 15-21 
penarikan kesimpulan semakin terfokus 
dengan data-data tambahan.16  
Agar data dapat dipertanggung-
jawabkan keabsahannya maka peneliti 
melakukan beberapa langkah selama proses 
penelitian berlangsung: Pertama, per-
panjangan pengamatan berupa 
perpanjangan waktu penelitian. Kedua, 
trianggulasi data berupa trianggulasi 
sumber, trianggulasi teknik pengumpulan 
data dan waktu. Ketiga, pengecekan ulang 
data dari informan agar data yang diperoleh 
bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini 
proses pengecekan data memperhatikan 
keabsahan data, hubungan dengan data 
lainnya, proses pemaknaan kata, serta 
faktor lain yang mempengaruhi pemberian 
data. 
6. Definisi Operasional 
Dalam penelitian ini terdapat 
beberapa konsep kunci yang perlu 
didefinisikan secara operasional guna 
menghindari terjadinya salah interpretasi 
dari para pembaca. Di antara konsep-
konsep itu adalah sebagai berikut. 
a. Kritik. Dimaksud dengan kritik di 
sini adalah tinjauan mendalam yang 
dilakukan oleh penulis terhahadap 
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden dengan 
menggunakan perspektif hukum 
Islam. 
b. Hukum Islam. Konsep hukum Islam 
terkait dengan kritik terhadap 
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden sebagai topik 
bahasan dalam penelitian ini dibatasi 
pada tiga pendapat ulama yang paling 
                                                 
16 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi 
Penelitian Sosial Agama. (Bandung: PT Remaja 
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dominan di kalangan ulama Sunni 
yang membahas tentang politik, 
khususnya tentang pengangkatan 
kepala Negara. Ketiga tokoh ulama 
itu adalah (1) Al-Mawardi yang nama 
lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin 
Muhammad bin Habib al-Basri Al-
Baghdadi al-Syafi’i dengan karyaya: 
Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-
Wilayah al-Diniyyah; (2) Abd al-
Rahman Ibn Khaldun dengan 
karyanya: Muqaddimah yaitu Jilid I 
dari Kitab Al-‘Ibar wa al-Diwan al-
Mubtada’ wa al-Khabar; dan (3) Abu 
Hamid Muhammad bin Muhammad 
al-Ghazali dengan karyanya: Ihya 
Ulumuddin. 
c. Kepala Negara. Istilah kepemimpinan 
Negara atau kepala negara dalam 
hukum Islam ada beberapa yang 
digunakan, yaitu khilafah, imamah, 
imarah, sulthan, mulk dan ri’asah. 
Setiap istilah ini mengandung arti 
kepemimpinan secara umum. Namun 
istilah yang sering digunakan dalam 
konteks kepemimpinan pemerintahan 
dan kenegaraan, yaitu Khilafah, 
Imamah dan Imarah.  Oleh karena 
itu, pembahasan kepemimpinan 
dalam Islam akan diwakili oleh ketiga 
istilah ini. Dalam penelitian ini 
istilah-istilah itu dirangkum dalam 
konsep kepala Negara. 
d. Presiden dan wakil presiden. Kedua 
istilah ini merupakan konsep yang 
sangat spesifik dalam Undang-
Undang No. 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, yaitu kepala Negara dan 
wakilnya di Negara Indonesia. Dalam 
penelitian ini istilah presiden dan 
wakil presiden terkadang digunakan 
secara bergantian (interchangeable) 
dengan istilah kepala Negara dan 
wakilnya untuk menunjuk pada 
konsep yang sama dalam konteks 
yang berbeda, yaitu konteks kepala 
Negara menurut hukum Islam dan 
menurut Undang-Undang No. 42 
Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden. 
e. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden 
dan Wakil Presiden yang terdiri ari 
21 Bab dan 262 pasal yang dianalisis 
hanya pasal-pasal yang menyangkut 
sistem pemilihan yang dianutnya dan 
syarat-syarat yang harus dipenuhi 
oleh calon presiden dan wakil 
presiden. Sistem pemilihan umum 
presiden dituangkan dalam Bab 2 
Pasal 2. Sedangkan syarat-sayarat 
pencalonan presiden dan wakil 
presiden dituangkan pada Bab 3 Pasal 
5. 
 
G. Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden menurut Hukum Islam 
Istilah kepemimpinan dalam hukum 
Islam ada beberapa yang digunakan, yaitu 
khilafah, imamah, imarah, sultan, mulk dan 
ri’asah. Setiap istilah ini mengandung arti 
kepemimpinan secara umum. Namun 
istilah yang sering digunakan dalam 
konteks kepemimpinan pemerintahan dan 
kenegaraan, yaitu Khilafah, Imamah dan 
Imarah.  Oleh karena itu, pembahasan 
kepemimpinan dalam Islam akan diwakili 
oleh ketiga istilah ini.    
Kata khilafah berasal dari kata ﻒﻠﺧ-
ﻒﻠﺨﯾ-ﻒﻠﺧ  khalafa-yakhlifu-khalfun yang 
berarti al-‘aud  atau al-balad yakni 
mengganti, yang pada mulanya berarti 
belakang.17 Adapun pelakunya yaitu orang 
yang mengganti disebut khalifah  dengan 
                                                 
17 Ibnu Manzhur, Lisaan al-Arab, (Kairo: 
Daarul Ma’arif. T.th.), hlm. 1235.   
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bentuk jamak khulafa’ yang berarti wakil, 
pengganti dan penguasa. Kata khalifah 
sering diartikan sebagai pengganti, karena 
orang yang menggantikan datang sesudah 
orang yang digantikan dan ia menempati 
tempat dan kedudukan orang tersebut. 
Khalifah juga bisa berarti seseorang yang 
diberi wewenang untuk bertindak dan 
berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
orang memberi wewenang.  Menurut Al-
Ragib al-Asfahani arti “menggantikan yang 
lain” yang dikandung kata khalifah berarti 
melaksanakan sesuatu atas nama yang 
digantikan, baik orang yang digantikannya 
itu bersamanya atau tidak.18 
Para ulama banyak yang 
mengemukakan kriteria atau syarat-syarat 
kepala negara. Tapi karena menurut 
menilaian penulis pembahasan yang lebih 
mendalam tentang hal ini dikemukakan 
oleh Al-Mawardi, maka pembahasan 
tentang syarat-syarat ini difokuskan pada 
pendapat Al-Mawardi. Syarat untuk 
menjadi calon kepala Negara Islam sangat 
ketat untuk memberikan persyaratannya 
salah satunya seperti yang disyaratkan oleh 
ahli hukum Islam yang sangat terkenal dan 
mumpuni di bidangnya seperti yang 
disampaikan oleh ulama besar Syekh Imam 
Al-Mawardi dalam kitab nya Al-Ahkam al-
Sulthaniyah19 dimana yang menjadi syarat 
kepala Negara adalah sebagai berikut: 
1. Keseimbangan (al-adalah) yang 
memenuhi semua kriteria. 
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang 
membuatnya dapat melakukan ijtihad 
untuk menghadapi kejadian-kejadian 
                                                 
18 Al-Raghib al-Asfahani, Mu’jam Mufradat 
li Alfazh al-Qur’an, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 
al-‘Ilmiyah. 2004), hlm. 174-175. 
19Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin 
Habib al-Basri Al-Baghdadi Al-Mawardi al-Syafi’i. 
Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-
Diniyyah, (Mesir: Dar al-Fikr. 1960 M./ 1380 H.),  
Cet. ke-1, hlm. 6. 
yang timbul dan untuk membuat 
kebijakan hukum. 
3. Pancaindranya lengkap dan sehat dari 
pendengaran, penglihatan, lidah, dan 
sebagainya-sehingga ia dapat 
menangkap dengan benar dan tepat 
apa yang ditangkap oleh indranya itu. 
4. Tidak ada kekurangan pada anggota 
tubuhnya yang menghalanginya 
untuk bergerak dan cepat bangun. 
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia 
dapat menciptakan kebijakan bagi 
kepentingan rakyat dan mewujudkan 
kemaslahatan mereka. 
6. Mempunyai keberanian dan sifat 
menjaga rakyat, yang membuatnya 
mempertahankan rakyatnya dan 
memerangi musuh.  
7. Ia mempunyai nasab dari suku 
Quraisy karena adanya nash tentang 
hal itu  dan telah terwujudnya ijma 
ulama tentang masalah itu. Pendapat 
Dhirar yang membolehkan kepemim-
pinan negara bagi semua orang 
adalah pendapat yang tidak dapat 
didengarkan karena Abu Bakar ash-
Shidiq r.a berdalil pada hari Saqifah 
di hadapan kalangan Anshar, saat ia 
menolak tindakan mereka yang 
membaiat Sa’ad bin Ubadah  untuk 
memangku jabatan khalifah, dengan 
sabda Rasulullah  “Para pemimpin 
adalah dari suku Quraisy”. 
Mendengar itu mereka mengubah 
posisi dan selanjutnya berusaha melakukan 
negosiasi dengan menawarkan, ”Dari kami 
ada pemimpin tersendiri dan dari kalian ada 
pemimpin tersendiri,” karena mereka 
membenarkan hadits tadi dan 
menerimanya. Akhirnya, mereka dengan 
senang hati menerima tawaran terakhir 
yang diberikan Abu Bakar  saat ia 
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pemimpin dan dari kalian para menteri. 
“Rasulullah Saw. Bersabda, “Angkatlah 
individu dari suku Quraisy dan jangan 
kalian langkahi mendahului mereka Nash 
yang telah diterima ini tidak mengandung 
kesamaran yang perlu dipertanyakan, juga 
tidak ada pendapat yang menentangnya.20 
Menurut ulama lain persyaratan-
persaratan bagi orang yang hendak 
memegang jabatan kepala negara Islam 
lebih banyak lagi persyaratannya  yaitu  
sebagaimana tercantum dalam buku Sistem 
Politik  Islam sebagai berikut:  
a.  Islam. Kepala negara Islam harus 
beragama Islam. Orang kafir sehebat 
apapun tidak dibenarkan memegang 
jabatan penting ini secara mutlak. Al-
Qur’an secara tegas mewajibkan taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya, serta 
ulil amri diantara kamu. Ini tentu 
yang beragama Islam. Para ulama 
memahami bahwa ulil amri adalah 
para amir dikalangan kaum muslimin, 
terutama amir umum, yakni kepala 
negara. Allah SWT. mengharamkan 
seorang muslim mengangkat seorang 
pemimpin kafir bahkan telah 
menetapkan agar orang kafir tidak 
menguasai atas orang mukmin 
dengan firman-Nya: “ Dan sekali-kali 
Allah tidak akan menjadikan bagi 
orang kafir  atas orang-orang mukmin 
suatu jalan ( QS.: Al-Nisa [ 4]: 141),  
selain itu juga dijelaskan pada surat 
yang sama ayat : 144. 
b. Dewasa, Aqil baligh. Mencapai usia 
dewasa (baligh) sebagaimana 
diketahui menjadi prasarat beban 
agama (taklif). Maka anak dibawah 
umur tidak dikenakan kewajiban 
agama. Sedangkan Imamah adalah 
taklif yangpaling berat untuk 
                                                 
20 Ibid. hlm. 17-19. 
diemban. Sebab seorang imam 
bertanggung jawab dihadapan Allah 
atas segala kekurangan menjalankan 
pemerintahan negara. 
c. Berakal. Akal juga perangkat taklif 
oleh sebab itu tidak dibenarkan 
mengangkat orang yang tidak 
sempurna akalnya (gila) menjadi 
pemimpin karena Allah apabila 
mengambil apa yang dia berikan 
secara kodrati- berarti menggugurkan 
apa yang dia wajibkan. Orang yang 
tidak sempurna mentalnya tidak 
mempunyai kewenangan mengurus 
harta yang ia dapatkan dari warisan 
orang tuanya. Maka bagaimana 
mungkin dapat mengurusi harta umat 
atau masyarakat banyak, kehormatan, 
jiwa, serta potensi mereka padahal 
lebih dari itu pemimpinlah yang 
menentukan perang atau damai. 
d. Merdeka. Hamba sahaya, atau 
hamba yang akan dibebaskan bersarat 
tidak dapat memegang kepemimpinan 
negara karena mereka terikat dengan 
pekerjaan dan hak orang lain. Oleh 
sebab itu mereka tidak mempunyai 
kebebasan untuk mengurus urusan 
umat dan juga tidak memiliki 
kewenangan atas orang lain.  
e. Laki-laki. Para ulama salaf dan juga 
khalaf telah sepakat bahwasanya 
tidak dibenarkan perempuan 
memegang kepemimpinan negara 
Islam, karena sabda Rasulullah Saw. 
“ Tidak akan beruntung suatu kaum 
yang menyerahkan urusan 
kepemimpinan mereka kepada 
seorang perempuan. Juga firman 
Allah laki-laki adalah pemimpin atas 
kaum wanita (QS.: Al-Nisa : [34]: 4). 
Oleh sebab itu laki-laki didahulukan 
atas perempuan dan laki-laki pula 
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umumnya lebih berkemampuan 
daripada perempuan. 
f. ‘Adalah (kelayakan moral). Yang 
dimaksud dengan adil atau layak 
moral bagi calon kepala negara Islam 
tidak berarti ia terpelihara dari 
kesalahan ucapan, perbuatan dan 
sikapnya. Sebab sifat ma’syum hanya 
dimiliki para rasul, yang memang 
dapat perlindungan istimewa dari 
Allah dari perbuatan dan maksiat. 
Sedangkan muslim biasa tidak 
tertutup kemungkinan melakukan 
kesalahan dan dosa-dosa kecil tidak 
menggugurkan kelayakan moralnya 
melainkan cukup dengan istigfar dari 
perbuatan salah dan dosa kecil yang 
disadari dengan tetap berniat untuk 
memperbaiki diri. “Rasulullah Saw. 
bersabda Demi Allah yang jiwaku 
ada ditangannya, seandainya kalian 
tidak melakukan dosa, niscaya Allah 
melenyapkan kalian dan 
mendatangkan suatu kaum yang 
berdosa, lalu mereka memohon 
ampunan lalu Allahpun mengampuni 
mereka. (Muslim). 21 Jadi yang 
dimaksud dengan layak moral adalah 
bahwa calon pemimpin negara Islam- 
jabatan yang sangat penting ini- 
melaksanakan kewajiban-kewajiban 
dan rukun-rukun Islam dengan baik 
dengan tetap menjauhi dosa-dosa 
besar, tidak terus menerus melakukan 
dosa-dosa kecil, bertutur kata yang 
jujur, tanpak teguh memegang 
amanah, jauh dari meragukan, dapat 
mengendalikan diri saat gembira dan 
marah, tidak secara terang-terangan 
melakukan maksiat dan tidak 
bertindak dzalim dalam 
                                                 
21 Al-Tabrizi, Misykat Al-Mashabi, (Mesir: 
Mansurat al-Maktab al-Islamy. T.th.), hlm. 176. 
pemerintahan. Oleh sebab itu tidak 
dibenarkan mengangkat imam yang 
fasik karena dia meremehkan aturan 
agama tidak peduli dengan perbuatan 
dosa. 
g. Mempunyai kemampuan. Calon 
kepala negara Islam harus mampu 
mengarahkan diri pada kepentingan 
umat berani dan tegar, 
mempersiapkan angkatan perang dan 
melindungi wilayah negara memiliki 
daya nalar yang baik memusatkan 
pikiran untuk meningkatkan 
kesejahteraan umat dan 
mengurusinya, menyingkirkan 
kerusakan cerdik, dalam berpolitik, 
memiliki kesadaran tinggi, tidak 
lengah, memahami kemampuan para 
pembantunya dan ahlak mereka agar 
dapat memilih dan menempatkan 
mereka pada posisi yang tepat. Ibnu 
Khaldun berkata jika kepala negara 
tegas dalam menegakan hukum 
pidana dan mendobrak peperangan, 
memahami politik hukum dan perang, 
mampu mengarahkan manusia kearah 
sanah, mengetahui liku-liku 
persekongkolan, kuat menghadapi 
beratnya politik, maka dengan 
demikian ia mampu melindungi 
agama, memerangi musuh, 
menegakan hukum, dan mengurus 
kepentingan.22 
h. Berpengetahuan. Para ulama 
membuat persyaratan hendaknya 
kepala negara Islam memiliki ilmu 
pengetahuan. Akan tetapi mereka 
berbeda pendapat mengenai yang 
dimaksud dengan ilmu pengetahuan. 
Sebagian mereka berpendapat bahwa 
ilmu pengetahuan yang disyaratkan 
disini adalah ijtihad. Yaitu bahwa 
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khalifah hendaknya seorang 
mujtahid. Maka tidak dibenarkan 
mengangkat menjadi imam orang 
yang bukan mujtahid. Diantara ulama 
ini ialah Abu Hasan Al-Mawardi 
ASyafi’i dan Abu Ya’la Al-Farra, Al-
Hanbali, Ibnu Khaldun, Abu 
Mansyur, Abdul Kohir Al-Baghdadi 
dan Al-Kurdistani dalam kitab taqrib 
Almarram. 
i. Tidak meminta Imarrah. Islam 
melarang seseorang meminta jabatan 
kepemimpinan sebab dengan 
demikian merupakan pengakuan diri 
suci dan ini tercela. Allah berfirman “ 
Maka janganlah kamu mengatakan 
dirimu suci”(QS Anajm: 32). Dan 
karena Rasulullah Saw. bersabda dan 
kami, demi Allah sungguh tidak 
memberikan kepemimpinan ini 
kepada seseorang yang memintanya, 
dan tidak pula kepada orang yang 
berambisi kepadanya.” Pada 
kesempatan lain juga beliau bersabda 
kepada Abdu Rahman bin Samurah: “ 
Hai Abdurahman, janganlah kamu 
minta kepemimpinan, sebab jika 
kamu diberi karena meminta kamu 
tidak akan dibantu, dan jika diberi 
bukan karena meminta, maka kamu 
akan dibantu.” Secara umum 
meminta kepemimpinan dalam agama 
Islam dilarang. 
j. Berdiam di dalam negeri.  Khalifah 
harus warga negara Islam yang 
bertempat tinggal didalam negeri dan 
hidup bersama warganya dan ikut 
merasakan apa yang mereka hadapi 
dengan demikian calon khalifah tidak 
dibenarkan orang yang hidup dinegeri 
kafir meskipun ia berahlak mulia, 
memiliki sifat-sifat yang baik. Sebab 
hijrah kedarul Islam adalah wajib dan 
dengan hijrah jumlah warga muslim 
bertambah banyak. Serta menambah 
jumlah pembela kaum muslimin. Hal 
ini dijelaskan dalam( QS: Al-Anfal : 
[8]: 72). 
k. Sehat Indra dan Anggota Badan.  
Maksud persyaratan ini adalah sehat 
indra dan anggota badan yang tidak 
menyebabkan gangguan serius dalam 
kepemimpinan seperti tidak 
mempunyai daya penglihatan, wicara, 
pendengaran, dan lain-lain yang 
memberi pengaruh pada penalaran 
dan analisa. Sedangkan cacat fisik 
seperti tidak sempurna kedua tangan 
atau kakinya yang menyebabkan 
gangguan pada kelincahan atau 
gerakan, kurang menarik 
pemandangan  serta pengurangi 
wibawa dimata umum. Ibnu Khaldun 
mengemukakan  sedangkan sehat 
indra dan anggota badan dari cacat 
dan tidak berfungsi seperti gila, buta, 
tuli dan pelat, serta kekurangan fisik 
atau mental yang berdampak tidak 
dapat melaksanakan pekerjaan seperti 
tidak bertangan atau kaki maka 
disaratkan bebas dari itu semua 
dikarenakan berdampak pada 
kesempurnaan pelaksanaan tugas. 
Sedangkan cacat itu hanya 
berdampak pada pelaksanaan tugas. 
l. Keturunan Quraisy. Khalifah 
disaratkan dari keturunan, yakni 
nasab berakhir Fihr bin Malik dan 
dikatakan oleh sebahagian pendapat 
pada Nadhar bin kinanah. Persyaratan 
ini dipandang secara berbeda oleh 
para ulama dan menjadi perdebatan 
sengit dikalangan mereka baik 
dimasa lalu maupun masa mu’takhir. 
Kelompok pertama memandang 
bahwa khalifah harus berasal dari 
keturunan Quraisy. Sedangkan 
kelompok kedua memandang bahwa 
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khalifah boleh dari keturunan non 
Quraisy. Kelompok yang memandang 
bahwa khalifah harus dari keturunan 
Quraisy adalah ahlu sunnah, Syi’ah, 
dan sebahagian golongan mu’tazilah. 
Pandangan kelompok ini 
menggunakan landasan dengan 
hadits-hadits shahih yang menetapkan 
bahwa para imam itu dari Quraisy. 
Disamping itu juga dengan mengacu 
pada ijma masa sahabat sebagaimana 
dikutif tidak hanya oleh seorang 
ulama seperti Al-Mawardi, Al-
Nawawi, Al-Aiji, Ibnu Khaldun, 
Ataftajani dan yang lain-lain. 
H. Pemilihan Kepala Negara dan 
Wakilnya di Indonesia dan 
Perkembangan Mekanisme Pemilih-
annya 
Isitilah “demokrasi” berasal dari 
Yunani Kuno yang diutarakan di Athena 
kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut 
biasanya dianggap sebagai contoh awal dari 
sebuah sistem yang berhubungan dengan 
hukum demokrasi modern. Namun, arti dari 
istilah ini telah berubah sejalan dengan 
waktu, dan definisi modern telah berevolusi 
sejak abad ke-18, bersamaan dengan 
perkembangan sistem “demokrasi” di 
banyak negara. 
Kata “demokrasi” berasal dari dua 
kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan 
kratos/cratein yang berarti pemerintahan, 
sehingga dapat diartikan sebagai 
pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita 
kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, 
oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep 
demokrasi menjadi sebuah kata kunci 
tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal 
ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini 
disebut-sebut sebagai indikator 
perkembangan politik suatu Negara. 
Landasan yuridis merupakan 
instrumen legalitas dalam setiap prosedur 
pemilihan kepala  negara atau pemimpin 
sebuah organisasi. Demikian pula halnya 
dengan organisasi nasional berbentuk 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam teori Hukum Tata Negara (HTN) 
yang melandaskan pada prinsip negara 
hukum (rechtstaat) seperti Indonesia, studi 
tentang pengangkatan kepala  negara 
melalui pendekatan yuridis menjadi sebuah 
keharusan, telah banyak diintrodusir oleh 
para pakar hukum tata negara.23 
Perlu diperhatikan bahwa salah satu 
asas penting dari negara hukum  adalah 
asas legalitas yang menekankan bahwa 
substansi dari asas legalitas  adalah bahwa 
setiap aktivitas badan/pejabat administrasi 
negara harus berdasarkan undang-undang.24 
Hal tersebut mempunyai arti bahwa apabila 
sebuah aktivitas   dilakukan oleh pejabat 
negara yang tidak didasarkan atas suatu 
peraturan perundang-undangan dapat 
dianggap inkonstitusional atau melanggar 
hukum. Terlebih dalam proses 
pengangkatan kepala  negara sebagai 
pejabat publik tingkat nasional haruslah 
memenuhi rumusan teori negara hukum  
sebagaimana telah disepakati secara 
nasional dan menjadi instrument 
ketatanegaraan. 
Pendekatan yuridis yang penulis 
kemukakan di sini adalah pendekatan 
melalui peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia, antara lain; 
                                                 
23 Abraham Amos, Sistem Ketata Negaraan 
Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers. 2007),  hlm. 12-
40.  
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1) Undang-Undang dasar 1945 
Pascarevolusi25 hingga Pasca-
reformasi26 
2) Undang-Undang Tentang  Pemilu,27 
dan  
3) Undang-Undang lain yang berkaitan 
dengan proses pengangkatan kepala  
negara.28 
I. Kritik Hukum Islam terhadap Sistem 
Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden Serta Syarat-syarat Pen-
calonannya dalam Undang-Undang 
No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden 
Kelebihan sistem pemilihan umum 
presiden dan wakil presiden di Indonesia 
terlihat jelas dalam prinsip-prinsip dasar 
demokrasi Pancasila yang menjadi ruh bagi 
seluruh peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia termasuk 
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden. Hasil analisis yang menulis 
lakukan menunjukkan bahwa system 
demokrasi Pancasila yang menjadi nilai 
dasar bagi system pemilihan umum 
presiden sebagaimana tertuang dalam 
undang-undang tersebut telah sesuai 
dengan nilai-nilai dasar sistem pemilihan 
kepala Negara dalam Islam sebagaimana 
akan diuraikan pada bagian ini.  
Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah 
sebagai berikut.29 
                                                 
25 UUD 1945 yang di tetapkan pada tanggal 
18 Agustus 1945 oleh PPKI, dan UUD 1945 pasca 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959.  
26 UUD 1945 setelah amademen, I, II, III dan 
ke IV. 
27 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum. Lihat UU No. 10 Tahun 2008 Tentang 
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 
28  UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden. 
29http://delouvylux.webng.com/download/kul
iah_tphp/pendidikan_kewarganegaraan/memahami_
demokrasi.pdf. Diakses 5 Juli 2014. 
1. Perlindungan terhadap hak asasi 
manusia; 
2. Pengambilan keputusan atas dasar 
musyawarah; 
3. Peradilan yang merdeka berarti badan 
peradilan (kehakiman) merupakan 
badan yang merdeka, artinya terlepas 
dari pengaruh kekuasaan pemerintah 
dan kekuasaan lain contoh Presiden, 
BPK, DPR atau lainnya; 
4. Adanya partai politik dan organisasi 
sosial politik karena berfungsi untuk 
menyalurkan aspirasi rakyat; 
5. Pelaksanaan Pemilihan Umum; 
6. Kedaulatan adalah ditangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 
1945); 
7. Keseimbangan antara hak dan 
kewajiban; 
8. Pelaksanaan kebebasan yang 
bertanggung jawab secara moral 
kepada Tuhan YME, diri sendiri, 
masyarakat, dan negara ataupun 
orang lain; 
9. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-
cita nasional; dan 
10. Pemerintahan berdasarkan hukum, 
dalam penjelasan UUD 1945 
dikatakan. 
Dalam Undang-Undang No. 42 
Tahun 2008 Pasal 5 disebutkan persyaratan 
menjadi calon Presiden dan calon Wakil 
Presiden adalah sebagai berikut: 
1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa; 
2) Warga Negara Indonesia sejak 
kelahirannya dan tidak pernah 
menerima kewarganegaraan lain 
karena kehendaknya sendiri; 
3) Tidak pernah mengkhianati negara, 
serta tidak pernah melakukan tindak 
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pidana korupsi dan tindak pidana 
berat lainnya; 
4) Mampu secara rohani dan jasmani 
untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai Presiden dan 
Wakil Presiden; 
5) Bertempat tinggal di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
6) Telah melaporkan kekayaannya 
kepada instansi yang berwenang 
memeriksa laporan kekayaan 
penyelenggara negara.  
7) Tidak sedang memiliki tanggungan 
utang secara perseorangan dan/atau 
secara badan hukum yang menjadi 
tanggung jawabnya yang merugikan 
keuangan negara; 
8) Tidak sedang dinyatakan pailit 
berdasarkan putusan pengadilan; 
9) Tidak pernah melakukan perbuatan 
tercela; 
10) Terdaftar sebagai Pemilih; 
11) Memiliki nomor pokok wajib pajak 
(NPWP) dan telah melaksanakan 
kewajiban membayar pajak selama 5 
(lima) tahun terakhir yang dibuktikan 
dengan Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 
Pribadi.  
12) Belum pernah menjabat sebagai 
Presiden atau Wakil Presiden selama 
2 (dua) kali masa jabatan dalam 
jabatan yang sama; 
13) Setia kepada Pancasila sebagai dasar 
negara, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, dan cita-cita Proklamasi 17 
Agustus 1945; 
14) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 
5 (lima) tahun atau lebih.  
15) Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga 
puluh lima) tahun; 
16) Berpendidikan paling rendah tamat 
Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK), 
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), 
atau bentuk lain yang sederajat; 
17) Bukan bekas anggota organisasi 
terlarang Partai Komunis Indonesia, 
termasuk organisasi massanya, atau 
bukan orang yang terlibat langsung 
dalam G.30.S/PKI; dan 
18) Memiliki visi, misi, dan program 
dalam melaksanakan pemerintahan 
negara Republik Indonesia. 
Hukum Islam sebagai hukum yang 
datang dari Allah ta’ala memiliki nilai-nilai 
Ilahiyah yang bersumber dari Al-Qur’an 
dan al-Sunnah. Nilai-nilai Ilahiyah tersebut 
tercermin dari sifatnya yang selaras dengan 
nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga hukum 
Islam adalah hukum yang diciptakan oleh 
Allah ta’ala sebagai Sang Pencipta manusia 
itu sendiri. Sebagai Pencipta manusia, 
Allah ta’ala pasti mengetahui sesuatu yang 
baik bagi para ciptaanNya tersebut. Hal ini 
yang membedakannya dengan hukum-
hukum yang dibuat oleh manusia. Jika 
hukum-hukum yang dibuat oleh manusia 
seringkali adanya amandemen dan revisi, 
maka hukum-hukum Allah akan tetap abadi 
selamanya hingga akhir dunia ini.  
Undang-undang No. 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden di Indonesia adalah hukum yang 
dibuat oleh manusia, tapi manusia yang 
membuatnya adalah manusia yang 
beragama, sehingga apa yang mereka 
lakukan tidak akan terlepas dari bingkai 
ajaran agama. Untuk membuktikan tesis 
itu, penulis menganalisis relevansi syarat-
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presiden yang terdapat dalam Pasal 5 
Undang-undang No. 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden di Indonesia  dengan hukum 
Islam. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai 
berikut. 
Syarat pertama, bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Ini syarat yang 
sangat relevan dengan ajaran Islam. 
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Persyaratan seorang calon kepala negara 
yang disebutkan pada Pasal 5 ayat a adalah 
bahwa ia haruslah seorang yang bertakwa 
kepada Tuhan Yang maha Esa. Oleh karena 
itu sudah selayaknya bagi seluruh 
masyarakat Indonesia untuk menjadikan 
kepala negara di Indonesia adalah seorang 
muslim. Syarat ini tidak bisa ditawar lagi, 
hanya saja perlu ditegaskan lebih spesifik 
dalam ayat ini. Jangan sampai ia memiliki 
tafsir ganda yang menganggap bolehnya 
pemimpin selain muslim. Padahala 
sebagaimana diketahui bahwa syarat ini 
hanya ada pada masyarakat muslim yang 
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
Allah  berfirman: 
 ﻰَﺜْـُﻧأَو ٍﺮََﻛذ ْﻦِﻣ ْﻢُﻛﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ﺎﱠﻧِإ ُسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ
 ﱠنِإ اﻮُﻓَرﺎَﻌَـِﺘﻟ َﻞِﺋﺎَﺒَـﻗَو ًﺎﺑﻮُﻌُﺷ ْﻢُﻛﺎَﻨْﻠَﻌَﺟَو
 ْﻢُﻛﺎَﻘْـَﺗأ ِﱠ ا َﺪْﻨِﻋ ْﻢُﻜَﻣَﺮْﻛَأ  ٌﲑِﺒَﺧ ٌﻢﻴِﻠَﻋ َ ﱠ ا ﱠنِإ 
“Wahai umat manusia 
sesungguhnya kamu kami jadikan 
terdiri dari pria dan wanita, dan 
kami ciptakan kamu berkaum  dan 
berbangsa untuk saling berkenalan 
bahwa orang yang paling mulia 
dlam pandangan Allah yaitu yang 
paling bertaqwa. Sungguh Allah 
maha mengetahui, maha teliti”. 
(QS. Al-Hujurat [49]:13).30 
Ketakwaan merupakan unsur sangat 
penting dalam ajaran Islam yang harus 
melekat pada diri seorang pemimpin. Islam 
                                                 
30 Soenarjo dkk., Al-Qur’an dan ..., hlm. 847. 
tidak menomorsatukan garis ketrurunan; 
tapi mengedepankan ketakwaan. Hadits-
hadits yang menyatakan bahwa pemimpin 
harus dari suku Quraisy pun telah difahami 
berbeda-beda oleh para ulama. Kaum 
Khawarij, Jumhur kalangan Mu’tazilah, 
sebagian Murji’ah, Qadhi Abu Bakar Al-
Bâqilâni, sebagian kelompok Ghulat al-
Imâmiyyah, Ibnu Khaldun, Imam Ibnul 
Hajar Al-‘Asqalani, dan para ulama 
kontemporer berpendapat bahwa nasab 
Quraisy tergolong syarat afdhaliyyah bukan 
termasuk syarat in’iqad.31  
Sesungguhnya hadits-hadits yang ada 
menyebut persyaratan nasab Quraisy bagi 
kepemimpinan kaum muslimin, sekalipun 
menunjukkan bahwa manusia yang paling 
berhak untuk memegang jabatan khilafah 
adalah orang Quraisy, hanya saja hal itu 
tidak menunjukkan bathilnya kekhilafahan 
dari selain mereka. Juga tidak menunjukkan 
pembatasan bahwa kursi kekhilafahan 
hanya untuk Quraisy dan tidak sah jika 
diakadkan/diberikan kepada selain mereka. 
Oleh karena itu, syarat nasab Quraisy 
termasuk syarat afdlaliyyah, bukan 
termasuk syarat in’iqad. Inilah pendapat 
yang benar dalam perkara ini. 
Argumentasinya nampak pada beberapa 
segi.  
Pertama, sesungguhnya semua hadits 
yang diriwayatkan dan sanadnya shahih 
dari Rasulullah  seperti hadits Anas: 
“Para imam adalah dari Quraisy” dan hadits 
Mu’awiyah “Sesungguhnya urusan 
(pemerintahan/ khilafah) ini berada pada 
Quraisy” dan yang serupa dengannya 
sekalipun dari hadits-hadits itu dapat 
difahami penentuan kekhilafahan Quraisy, 
hanya saja dalam hadits-hadits tersebut 
tidak menunjukkan bahwa selain Quraisy 
                                                 
31 Al-Amidi, Al-Fashl fil Milal wal Ahwâ 
wan Nihal, Juz 4, hlm. 89  
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tidak boleh memegang jabatan khilafah, 
tapi menunjukkan bahwa Quraisy punya 
hak dalam hal itu dari segi keutamaan 
lantaran posisi sentral Quraisy sebelum 
Islam dan kedudukan mereka di antara 
orang-orang Arab. Ketika datang Islam 
memecahkan masalah dalam realitas yang 
ada di antara manusia, yaitu keadaan 
masyarakat yang tidak mau menerima 
kepemimpinan selain dari Quraisy. Mereka 
tidak rela kalau yang berkuasa mengatur 
urusan mereka adalah orang selain Quraisy. 
Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar 
As-Shiddiq r.a. dalam pidato beliau di 
Saqifah Bani Saaidah Beliau r.a. 
mengatakan: “Sesungguhnya perkara 
(pemerintahan/ khilafah) ini berada pada 
Quraisy selama mereka taat kepada Allah 
dan istiqamah dalam menjalankan 
perintahNya, dan telah sampai kepada 
kalian hal itu dan kalian mendengarnya dari 
nabi kalian.”32  
Pada karya Ibnu Hazm dengan lafazh: 
Dan tidak akan mengakui bangsa Arab 
perkara ini (pemerintahan) kecuali 
dipegang oleh suku dari Quraisy ini., 
mereka adalah kaum Arab yang terkemuka 
dari segi keturunan dan negeri, yakni 
mereka adalah bangsa Arab yang paling 
mulia dan negeri mereka adalah Makkah 
yang berupakan wilayah yang mulia.33 
Kedua, sesungguhnya semua hadits 
yang diriwayatkan itu, yang menjadikan 
urusan pemerintahan berada pada orang 
Quraisy telah ada dalam bentuk khabar dan 
tidak satu hadits pun datang dalam bentuk 
perintah. Bentuk khabar menurut para 
ulama ushul sekalipun memberikan 
pengertian tuntutan (thalab) tetapi tidak 
terkategori tuntutan yang pasti (thalaban 
                                                 
32  Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq 
dalam Al-Kitab Al-Kabir dan itu dinukil oleh Ibnu 
Hajar dalam Fâth Al-Bârî, juz 16, hlm. 235. 
33  Ibnu Hisyam, ..., Juz 2, hlm. 659. 
jaaziman) selama tidak disertai dengan 
indikasi (qarinah) yang menunjukkan 
penekanan (ta’kid) dan ternyata tidak ada 
satu qarinah pun yang menyertainya, tak 
ada dalam satu riwayat yang shahih. 
Sehingga menunjukkan bahwa status 
hukumnya adalah mandub (sunnah) bukan 
wajib. Jadi syarat nasab Quraisy itu adalah 
syarat afdlaliyyah bukan syarat in’iqad.  
Ketiga, sesungguhnya kata Quraisy 
adalah isim (kata nama), bukan sifat. 
Dalam istilah ilmu ushul disebut “laqab” 
(sebutan). Dan mafhum isim atau mafhum 
laqab tidak diamalkan/dipakai secara 
mutlak. Sebab isim atau laqab tidak 
mempunyai mafhum. Para ulama ushul, 
kecuali Ad-Daqqaq, telah bersepakat 
mengatakan bahwa laqab tidak 
mengandung mafhum.34 Oleh karena itu, 
penentuan Quraisy bukan berarti tidak 
menjadikan jabatan khalifah untuk selain 
Quraisy. Sabda Rasulullah Saw. 
“Sesungguhnya urusan (pemerintahan atau 
khilafah) ini berada pada Quraisy” dan 
sabdanya pula: “Urusan (pemerintahan) ini 
selalu di tangan quraisy” tidak berarti 
bahwa urusan ini, yakni pemerintahan dan 
khilafah, tidak dibenarkan berada di tangan 
orang selain Quraisy. Dan tidaklah berarti 
selalu di tangan mereka itu tidak 
dibenarkan kalau beada di tangan slain 
mereka. Tetapi berarti urusan pemerintahan 
itu di tangan mereka dan bisa (benar) juga 
di tangan selain mereka. Penentuan 
keberadaan pemerintahan di tangan mereka 
bukan berarti mencegah keberadaan 
khilafah di tangan selain mereka. 
Keempat, kalau syarat 
nasab/keturunan Quraisy menjadi syarat 
in’iqad, kenapa Rasulullah Saw. bersabda: 
“Selama mereka menegakkan agama 
                                                 
34  Al-Aamidi, Al-Ihkâm fi Ushûlil Ahkâm, 
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(Islam).” Sebab mafhum mukhalafah dari 
hadits Mu’awiyah “Selama mereka 
menegakkan agama (Islam)” berarti 
bahwasanya jika mereka tidak menegakkan 
agama (Islam), maka urusan 
(pemerintahan) tersebut keluar dari 
mereka.35 Jika urusan pemerintahan lepas 
dari tangan mereka, bolehkah kaum 
muslimin hidup tanpa Imam yang 
menyebabkan terbengkalainya hukum dan 
terhentinya jihad? Sesungguhnya hukum 
syar’i menetapkan bahwa mengangkat 
imam atan Khalifah itu wajib bagi umat. 
Umat juga wajib memecat penguasa jika 
dia menampakkan kekufuran yang nyata, 
baik penguasa itu seorang Quraiys atau 
bukan. Imam Ahmad telah meriwayatkan 
dari Abdullah bin Mas’ud  bahwasanya 
dia telah mendatangi Rasulullah  dan 
mendengar beliau bersabda: 
 اَﺬَﻫ ُﻞْﻫَأ ْﻢُﻜﱠﻧَِﺈﻓ ٍﺶْﻳَﺮُـﻗ َﺮَﺸْﻌَﻣ َﺎﻳ ُﺪْﻌَـﺑ ﺎﱠَﻣأ
 َﺚَﻌَـﺑ ُﻩﻮُﻤُﺘْﻴَﺼَﻋ اَذَِﺈﻓ َﱠ ا اﻮُﺼْﻌَـﺗ َْﱂ ﺎَﻣ ِﺮْﻣَْﻷا
 َﻫ ﻰَﺤْﻠُـﻳ ﺎَﻤَﻛ ْﻢُﻛﺎَﺤْﻠَـﻳ ْﻦَﻣ ْﻢُﻜَْﻴِﻟإ اَﺬ
 اَذَِﺈﻓ ُﻪَﺒﻴِﻀَﻗ َﺎَﳊ ﱠُﰒ ِﻩِﺪَﻳ ِﰲ ٍﺐﻴِﻀَﻘِﻟ ُﺐﻴِﻀَﻘْﻟا
 ُﺪِﻠْﺼَﻳ ُﺾَﻴْـَﺑأ َﻮُﻫ 
“Amma ba’du. Wahai orang-orang 
Quraisy, sesungguhnya kalian 
adalah kaum yang berhak atas 
urusan (pemerintahan) ini, selama 
kalian tidak bermaksiat kepada 
Allah. Jika kalian bermaksiat 
kepada-Nya maka dia niscaya 
akan mengerahkan kepada kalian 
sekelompok orang yang akan 
menguliti (mengupas habis) kalian 
sebagaimana kayu ini dikuliti –
beliau menunjuk pada sebuah kayu 
yang ada di tangan beliau.” 
Perawi berkata: “Kemudian 
beliau  mengelupas kulit 
                                                 
35  Ibnu Hajar, Fâth Al-Bârî ..., Juz 16, hlm. 
333-334. 
tongkatnya yang kemudian 
nampak putih keras.”36 
Begitu pula hadits yang diriwayatkan 
oleh Ath-Thabarani dalam Al-Mu’jam As-
Shaghîr dan Al-Ausath dari Tsanban 
berkata: Rasulullah  bersabda: 
“Peganglah janji setia kepada Quraisy 
selama mereka setia (tidak khianat) 
memimpin kalian. Jika mereka tidak 
melakukan (khianat dalam memimpin 
umat) maka angkatlah pedang kalian di atas 
pundak kalian dan musnahkanlah 
pemimpin-pemimpin (Quraisy) itu.”37  
Hadits-hadits ini tidak menjadikan 
wewenang pemerintahan (wilayatul amri) 
pada Quraisy dalam kebenaran maupun 
kebatilan, tetapi Quraisy hanya diberi 
wewenang dalam kebenaran saja. Jika 
mereka dalam keadaan batil, dan yang lain 
dalam kebenaran, Rasulullah menyuruh 
tidak mengikuti kebatilan dan melawannya 
dengan kekuatan fisik. Dari keseluruhan 
hadits yang ada, tak terbayang kecuali 
bahwa syarat nasab Quraisy itu hanya 
syarat afdhaliyah semata, tidak merupakan 
syarat in’iqad. 
Kelima, Imam Ahmad mengeluarkan 
hadits dari Umar bin Al Khaththab  
dengan sanad rijalnya tsiqah (terpercaya) 
bahwasanya dia berkata: “Jika telah sampai 
ajalku, dan Abu Ubadah masih hidup, maka 
aku akan menyerahkan kekhilafahan 
kepadanya.” Maka dia menyebutkan hadits 
yang di dalamnya ada ungkapan: “Jika 
telah sampai ajalku dan Abu Ubadah telah 
mati maka aku akan memberikan 
kekhilafahan kepada Mu’adz bin Jabal.”38  
                                                 
36 Imam Ahmad, Al Musnad, Juz 6, Hadits 
Nomor. 4380. 
37 Al-Haitsami, Majmau’ az Zawâid, Juz 5, 
hlm. 228. 
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Lebih-lebih lagi Umar bin Khaththab 
r.a mengucapkan hal itu dengan dihadiri 
oleh para shahabat  dan tidak ada satu 
riwayatpun yang menyebut bahwasanya 
mereka berbeda pendapat dengan Umar 
tentang pendapatnya itu dan berhujjah 
bahwa Khilafah mesti di tangan Quraisy 
dan tidak boleh di tangan keturunan yang 
lain. Oleh kerena itu pemahaman inilah 
yang difahami Umar r.a dan tak seorangpun 
dari shahabat yang mengingkarinya bahwa 
syarat nasab Quraisy bukanlah syarat 
in’iqad. 
Keenam, jika kita asumsikan bahwa 
nasab Quraisy harus dipakai untuk 
mengakadkan (menyerahkan) khilafah 
kepada seorang dari Quraisy, tentunya 
syara’ menjelaskan hal itu. Namun syara’ 
tidak meminta mempertahankan nasab 
Quraisy di antara manusia. Bagaimana bisa 
dibayangkan dalam hal ini kemampuan 
kaum muslimin mengangkat seorang 
khalifah dari suku Quraisy ?! Ini telah 
disepakati oleh kebanyakan mutakallimin 
bahwasanya taklif tak ada kaitannya 
kecuali dengan perbuatan hamba yang dia 
mampu melakukannya.39 Memelihara nasab 
Quraisy hingga hari kiamat adalah sesuatu 
yang diluar kemampuan manusia. Oleh 
karena itu, nasab itu jika diketahui 
termasuk syarat afdhaliyah, bukan 
merupakan syarat in’iqad. Hal ini karena 
syarat in’iqaad yang akad khilafah tidak 
bisa disahkan kecuali dengan syarat itu dan 
seorang calon khilafah harus memenuhinya 
untuk jabatan khilafah, adalah 7 syarat, 
yaitu: dia harus seorang muslim, baligh, 
berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan 
mampu melaksanakan tugas-tugas 
khilafah.40  
                                                 
39  As-Sarkhasy, Muntaha as Sûl fi ilmil 
Ushul ..., Juz 1, hlm. 35. 
40 An-Nabhani, Nizhamul Hukmi fil Islam ..., 
hlm.105.  
Syarat-syarat itulah yang menjadi 
syarat in’iqaad khilafah dan selain ketujuh 
syarat itu tidak layak menjadi syarat 
in’iqad, sekalipun bisa menjadi syarat 
afdhaliyat. Jika nashnya terbukti shahih. 
Atau tersubordinasi dari hukum yang telah 
ditetapkan dengan nash yang shahih, seperti 
keberadaan khilafah di tangan Quraisy, atau 
ia seorang ahli ijtihad, atau seseorang yang 
memiliki pendapat yang dapat membantu 
dalam memelihara urusan rakyat dan 
mengatur kemashlahatan mereka, dan lain-
lain. Nasab Quraisy dalam hal ini perannya 
hanya terbatas pada syarat afdhaliyah yang 
urgensinya menonjol ketika disodorkan 
nama-nama calon pemangku jabatan 
khilafah kepada mayoritas kaum muslimin. 
Dan disodorkan setiap calon dan 
kelebihannya atas calon-calon lain agar 
umat dapat membai’at siapa yang mereka 
inginkan dengan rela dan memilih orang 
yang mereka inginkan dengan rela tanpa 
memperhatikan sesuatu apapun selama 
orang yang dipilih oleh umat telah 
memenuhi syarat-syarat in’iqad. 
Syarat kedua, warga Negara 
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak 
pernah menerima kewarganegaraan lain 
karena kehendaknya sendiri. Syarat ini 
sangat Islami, karena dalam ajaran Islam 
kesetiaan itu merupakan salah satu unsure 
yang sangat penting dalam hal 
kepemimpinan dan salah satu unsure atau 
indikator dari kesetiaan adalah tidak 
berubahnya kewarganegaraan seseorang. 
Jika seseorang berganti kewarganegaraan, 
maka kesetiaan akan diragukan. Hadits-
hadit yang menjelskan bahwa pemimpin 
harus dari Quraisy, menurut penulis 
sesungguhnya semangat ajarannya adalah 
bahwa pemimpin harus warga pribumi dan 
harus dari kelompok yang memiliki 
kapasitas yang pada saat itu di Saudi 
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Syarat ketiga, tidak pernah 
mengkhianati negara, serta tidak pernah 
melakukan tindak pidana korupsi dan 
tindak pidana berat lainnya. Seorang kepala 
negara haruslah seorang yang memiliki 
loyalitas tinggi kepada negara. istilah lain 
dari loyalitas ini adalah ia memiliki sikap 
nasionalisme yang tinggi, yaitu cinta 
kepada tanah air dan bangsa Indonesia. 
Selain itu ia juga seorang yang bersih dari 
tindak pidana korupsi dan tindak pidana 
lainnya yang dianggap kejahatan yang 
berat. Seseorang yang terbukti melakukan 
tindak pidana berat tersebut maka ia tidak 
diperbolehkan menjadi kepala negara.  
Nasionalisme dalam pandangan Islam 
dianggap sebagai salah satu bentuk dari 
Ashabiyah kelompok atau golongan. 
Nasionalisme didefinisikan sebagai 
kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa 
yang secara potensial atau aktual bersama-
sama mencapai, mempertahankan serta 
mengabadikan identitas, integritas, 
kemakmuran dan kekuatan suatu bangsa, 
yakni semangat kebangsaan.41 
Nasionalisme adalah suatu paham untuk 
menciptakan dan mempertahankan 
kedaulatan sebuah negara dengan 
mewujudkan suatu konsep identitas 
bersama. Identitas tersebut dapat berupa 
kesamaan darah atau keturunan, suku 
bangsa, daerah tempat tinggal, bahasa, 
kebudayaan dan sejenisnya. 
Sejarah nasionalisme bermula dari 
benua Eropa sekitar Abad Pertengahan. 
Gerakan Reformasi Protestan yang 
dipelopori oleh Martin Luther di Jerman 
disinyalir sebagai pemicu gerakan 
kebangsaan tersebut dalam pengertian 
nation-state di Eropa. Saat itu, Luther yang 
menentang Gereja Katolik Roma 
                                                 
41 Lukman Alidkk., Kamus Besar Bahasa 
Indonesia ..., hlm. 648. 
menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam 
bahasa Jerman dengan menggunakan gaya 
bahasa yang dapat menumbuhkan rasa 
kebanggaan sebagai bangsa Jerman. 
Penerjemahan ini tidak hanya mendobrak 
hak eksklusif bagi mereka yang menguasai 
bahasa Latin seperti para pastor, uskup, dan 
kardinal sebagai penafsir Injil namun juga 
secara bertahap menghilangkan pengaruh 
bahasa Latin dari masyarakat Jerman.42 
Nasionalisme yang tumbuh di Jerman 
kemudian menjalar dengan cepat di daratan 
Eropa. Hal itu kemudian menyulut 
persaingan fanatisme antarbangsa di Eropa 
yang masing-masing berusaha men-
dominasi lainnya. Pada akhirnya 
persaingan tersebut melahirkan penjajahan 
negara-negara Eropa terhadap negeri-negeri 
di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin. 
Karena sejalan dengan terjadinya 
pertumbuhan ekonomi Eropa pada masa 
itu, mereka bersaing untuk mendapatkan 
bahan baku produksi dari negeri-negeri lain 
di luar Eropa. Pandangan pemikir Italia, 
Nicolo Machiaveli, yang menganjurkan 
seorang penguasa untuk melakukan apapun 
demi menjaga eksistensi kekuasaannya, 
juga turut ‘menyemangati’ Eropa untuk 
menggencarkan penjajahannya.  
Al-Maududi, tokoh Islam Pakistan 
(1903-1979), misalnya, berbeda pendapat 
dengan tokoh pendiri IM (Ikhwan al-
Muslimin), Hasan al-Bana (1906-1949). Al-
Bana dalam risalah al-mu'tamar al-
khamisnya, misalnya mengatakan, "Relasi 
antara Islam dan Nasionalisme tidak selalu 
bersifat tadhadhud atau kontradiktif. 
Menjadi muslim yang baik tidak selalu 
berarti antinasionalisme." Kalau kita 
teruskan: menjadi sekularis juga tidak 
selalu berarti menjadi nasionalis tulen. 
                                                 
42 Adhyaksa Dault, Islam dan Nasionalisme 
..., hlm. 4. 
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Sebaliknya al-Maududi menolak kehadiran 
nasionalisme dalam pemikiran Islam, 
karena ia adalah produk barat dan hanya 
membuat pecah-belah umat Islam.  
Tatkala Al-Bana dan gerakan 
Ikhwannya dituduh oleh lawan politiknya 
sebagai tidak punya jiwa dan semangat 
nasionalisme, beliau menolak keras, dan 
berkata, kalau yang di maksud 
nasionalisme adalah: 
1. Cinta tanah air 
2. Membebaskan negara dari 
imperialisme 
3. Merapatkan barisan dan merekatkan 
tali persaudaraan 
Maka kami adalah nasionalis sejati. 
Karena nilai-nilai di atas bagian tak 
terpisahkan dari Islam. Kami siap berjuang 
di garda terdepan. Pendapat ini diamini 
oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi dan Dr. M. 
Imarah. Pada perspektif ini, kita bisa 
melihat Islam-Nasionalisme bersenyawa. 
Sementara al-Maududi, kelompok HT 
(Hizbu Tahrir), dan kelompok yang sealiran 
denganya, misalnya, menolak konsep 
nasionalisme, karena beberapa alasan. 
Diantaranya: Umat Islam diharamkan 
mengadopsi nasionalisme karena 
nasionalisme bertentangan dengan nilai-
nilai prinsipil Islam. Misalnya, kesatuan 
umat Islam wajib didasarkan pada ikatan 
aqidah, bukan ikatan kebangsaan dan batas 
geografis. Mereka mendasarkan 
pendapatnya pada al-Qur'an (Al Hujurat : 
13 dan Hadis Abu Dawud):  
 ْﻢُﻜْﻳَﻮَﺧَأ َْﲔَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻََﺄﻓ ٌةَﻮْﺧِإ َنﻮُﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﺎ ﱠﳕِإ
 َنﻮَُﲪْﺮُـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َ ﱠ ا اﻮُﻘـﱠﺗاَو 
“Sesungguhnya orang-orang 
beriman adalah bersaudara." 
Nasionalisme dengan pengertian 
paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan 
negara sendiri dan kesadaran keanggotan 
dalam suatu bangsa yang secara potensial 
atau aktual bersama-sama mencapai, 
mempertahankan, dan mengabadikan 
identitas, integritas, kemakmuran, dan 
kekuatan bangsa bukan hanya tidak 
bertentangan, tapi juga bagian tak 
terpisahkan dari Islam. Artinya, kita bisa 
menjadi muslim taat, plus seorang 
nasionalis sejati.  
Adapun keberatan Hizbu Tahrir dan 
yang sependapat dengannya, bisa dibantah 
dengan: Nasionalisme tidak bertentangan 
dengan konsep persatuan umat dan tidak 
menghalangi kesatuan akidah. Batas 
geografis tidak sepenuhnya negatif. 
Solidaritas umat tetap bisa dibangun, 
apalagi kita sekarang berada di era 
globalisasi. Solidaritas Uni Eropa bisa 
menjadi contoh kita. Pokok soal 
kemunduran peradaban umat Islam bukan 
pada tidak adanya khilafah, tapi pada 
kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, 
dan kurangnya solidaritas umat. Islam 
punya nilai yang sifatnya global dan tanpa 
batas, seperti dalam akidah dan ibadah. 
Tapi dalam kasus tertentu, Islam 
memperhatikan, dan sangat mengutamakan 
kepentingan lokal seperti pembagian 
sedekah dan zakat diwajibkan tetangga dan 
wilayah terdekat dulu. Baru setelah 
dianggap cukup boleh dialihkan ke luar 
(dalam fikih, masalah ini dibahas secara 
detail, dengan bahasan naqlu zakat). 
Nasionalisme yang mengarah kepada 
fanatisme kesukuan, tentu kita setuju 
menolaknya. Tapi tidak selamanya 
nasionalisme selalu berwajah fanatisme dan 
perpecahan antarsuku. Sejarah 
membuktikan bahwa nasionalisme punya 
saat-saat membebaskan dan mencerahkan. 
Nasionalisme di Barat pada abad 18 M 
adalah revolusi perlawanan rakyat atas 
hegemoni kaum aristokrat dan anti 
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nasionalisme bercorak antiimperialisme 
dan penjajahan asing. Penolakan Maududi 
atas paham nasionalisme dalam konteks 
perseteruan Mesir/Arab-Turki yang lebih 
merupakan perseteruan Arab-non Arab. 
Tapi menggenalisir nasionalisme menjadi 
sepenuhnya negatif adalah kekeliruan. 
Karena alasan yang telah disebut pada poin 
tiga. 
Nasionalisme yang ekspansif 
(meminjam Istilah Dr. Syafi'i Ma'arif) dan 
terjebak pada chauvinisme, seperti yang 
dipraktekkan Hitler dan Israel tentu 
bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam. 
Sebaliknya nasionalisme formatif, dimana 
nasionalisme diartikan sebagai cinta tanah 
air, membebaskan negara dari 
imperialisme, merapatkan barisan dan 
merekatkan tali persaudaraan adalah bagian 
tak terpisahkan dari ajaran Islam.  
Nasionalisme merupakan salah satu 
instrumen untuk menjaga keutuhan Negara 
bangsa dan ini jelas sesuai dengan firman 
Allah : 
 ْاوُﺮُْﻛذاَو ْاﻮُﻗﱠﺮَﻔَـﺗ َﻻَو ًﺎﻌﻴ َِﲨ ِ ّا ِﻞْﺒَِﲝ ْاﻮُﻤِﺼَﺘْﻋاَو
 َﻒﱠَﻟَﺄﻓ ءاَﺪْﻋَأ ْﻢُﺘﻨُﻛ ْذِإ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ِ ّا َﺖَﻤِْﻌﻧ
 ًﺎﻧاَﻮْﺧِﺈِﻬِﺘَﻤْﻌِِﻨﺑ ﻢُﺘْﺤَﺒْﺻََﺄﻓ ْﻢُﻜِﺑﻮُﻠُـﻗ َْﲔَـﺑ  ْﻢُﺘﻨَُﻛو
 َﺮْﻔُﺣ ﺎَﻔَﺷ َﻰَﻠَﻋﺎَﻬ ْـﻨ ِّﻣ ﻢَُﻛﺬَﻘَﻧَﺄﻓ ِرﺎﱠﻨﻟا َﻦ ِّﻣ ٍة 
 َنوُﺪَﺘْﻬَـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ ِِﻪﺗَﺎﻳآ ْﻢُﻜَﻟ ُ ّا ُ ِّﲔَـﺒُـﻳ َﻚِﻟَﺬَﻛ 
“Dan berpeganglah kamu 
semuanya kepada tali (agama) 
Allah, dan janganlah kamu 
bercerai berai, dan ingatlah akan 
nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa Jahiliyah) 
bermusuh-musuhan, Maka Allah 
mempersatukan hatimu, lalu 
menjadilah kamu Karena nikmat 
Allah, orang-orang yang ber-
saudara dan kamu telah berada di 
tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari 
padanya. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepadamu, agar kamu mendapat 
petunjuk. (QS. Ali Imran [3]: 
103).43 
Syarat keempat, “Mampu secara 
rohani dan jasmani untuk melaksanakan 
tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan 
Wakil Presiden”. Kepala negara haruslah 
seorang yang memiliki kemampuan untuk 
memimpin rakyatnya. Kemampuan yang 
dimaksud adalah kemampuan secara rohani 
dan jasmani. Kemampuan rohani berkenaan 
dengan emosi dan keimanan yang shaleh, 
sedangkan kemampuan jasmani adalah 
kondisi tubuhnya sehat dan tidak mengidap 
penyakit berbahaya dan menular. Syarat ini 
sangat sesuai dengan persyaratan dalam 
Islam yaitu bahwa khalifah adalah seorang 
yang kuat dalam ilmu dan jasmaninya, 
sebagaimana firmanNya:  
 ُﻩَدَازَو ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ُﻪٰﯩََﻔﻄْﺻٱ َﱠ ٱ ﱠنِإ َلَﺎﻗۥ  ًَﺔﻄْﺴَﺑ 
 ِﻢْﺴِْﳉٱَو ِﻢْﻠِﻌْﻟٱ ِﰱ 
“Sesungguhnya Allah telah 
memilihnya menjadi rajamu dan 
menganugerahinya ilmu yang luas 
dan tubuh yang perkasa”. (QS. 
Al-Baqa rah [2]: 247).44 
Ayat ini menjelaskan bahwa di antara 
syarat bagi calon pemimpin adalah kuat 
dalam hal keilmuan dan jasmaninya. 
Seseorang yang kuat pemahaman ilmunya 
akan lebih bisa memimpin dan memberikan 
pandangan-pandangan tentang suatu 
permasalahan. Sedangkan sehat jasmaninya 
akan membantu seluruh aktifitas seorang 
kepala negara dalam mengurus 
masyarakatnya.     
Syariah Islam telah menetapkan 
syarat-syarat yang harus ada bagi calon 
kepala negara atau khalifah.  Syarat-syarat 
tersebut ada yang disebutkan secara qath’i 
                                                 
43 Soenarjo dkk., Al-Qur’an dan ..., hlm. 93. 
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di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, namun 
ada pula yang merupaka ijtihad para ulama 
berdasarkan kedua sumber hukum Islam 
tersebut. Buku Al Imamatul Udzma ‘Inda 
Ahlil Sunnati wal Jama’ah karya Syekh Ad 
Dumaijiy menjelaskan tentang syurutul 
Imam, atau syarat-syarat seorang Imam 
(kepala negara/khalifah), yakni : 1.Islam, 2. 
Baligh, 3. Berakal, 4. Merdeka, 5. Laki-
Laki, 6. Berilmu, 7. Adil, 8. Mampu 
Jiwanya, 9. Mampu Fisiknya, 10. Tidak ada 
penghalang untuk menjadi Khalifah, dan 
yang terakhir atau ke-11. Quraisy. 
Sementara itu, Syekh An-Nabhany dalam 
Kitab Muqaddimah Dustur menjelaskan 
bahwa syarat kepala negara adalah, 1.Laki-
laki, 2. Muslim, 3. Merdeka, 4. Baligh, 5. 
Berakal, 6. Adil, dan yang ke-7. Mampu. 
Imam Al Mawardi dalam bukunya Al 
Ahkamu Al Sulthaniyah menjelaskan bahwa 
ada tujuh syarat yang harus dimiliki oleh 
orang yang berhak dicalonkan sebagai 
Kepala Negara (Khalifah), yakni : 1. Al-
Adalah atau adil dalam semua kriteria, 2. 
Berilmu, untuk ijtihad, 3. Sehat (panca 
indra lengkap), 4. Tidak cacat yang 
menghalangi dari bergerak dan cepat dalam 
bertindak, 5. Memiliki visi yang baik, 6. 
Berani dan menjaga rakyat, 7. Quraisy.  
Kepemimpinan Islam pada dasarnya 
sangat memperhatikan kemampuan seorang 
pemimpin seperti tercantum pada syarat 
yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi 
yaitu calon pemimpin harus mempunyai 
ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat 
melakukan ijtihad untuk menghadapi 
kejadian-kejadian yang timbul dan untuk 
membuat kebijakan hukum. Hal ini jika 
penulis cermati jelas yang menjadi 
pemimpin itu dikalangan umat Islam yang 
mayoritas harus ulama, ilmuwan sekaligus 
sebagai cendekiawan dan intelek  dalam 
Islam yang dimaksud mempunyai ilmu 
pengetahuan ia  mensyaratkan yang 
demikian. Tetapi ketika kita mem-
perhatikan di Indonesia yang mensyaratkan 
tingkatan pendidikan pormal tadi 
nampaknya lulusan sekolah lanjutan atas 
dan sederajat masih sangat jauh jika harus 
memiliki tingkatan yang mampu berijtihad 
dalam masalah untuk menentukan 
kebijakan terutama dibidang hukum yang 
menjadi pedoman sebuah bangsa besar. 
Selain alasan itu juga kita bisa 
mencermati dalam sejarah Islam bahwa 
Allah mengutus seorang nabi sekaligus 
rasul harus memiliki sifat pathonah yang 
artinya cetrdas dan bisa diartikan memiliki 
ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk 
mengelola dan memelihara umat supaya 
sejahtera dunia dan akhirat.  
Syarat-syarat seorang pemimpin 
menurut Islam juga merupakan syarat 
menjadi anggota Ahl al-Hal wa al-’aqd’ 
agar layak memilih kepala negara adalah:  
1. Adil, sebagaimana sifat adil yang 
diperlukan pada Khalifah. 
2. Berilmu, yaitu memiliki ilmu yang 
membuatnya mampu menilai calon 
yang layak memegang jabatan kepala 
negara. 
3. Bijaksana, yaitu mampu memilih 
calon yang terbaik untuk kebaikan 
dan kemaslahatan umat. 
Tugas anggota Ahl al-Hal wa al-
’aqd’ adalah memilih dan menentukan 
calon yang layak untuk jabatan ketua 
negara. Para ulama berbeda pendapat 
mengenai jumlah anggota pemilih tersebut. 
Tidak sah menjadi calon kepala negara 
apabila tidak disetujui oleh semua anggota 
pemilih dari setiap negeri. Alasannya 
supaya persetujuan tersebut berlaku secara 
keseluruhan dan penyerahan kekuasaan 
kepada calon pemimpin tersebut berlaku 
secara Ijma’. Namun pendapat ini 
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Khalifah Abu Bakar, dimana beliau telah 
dipilih oleh anggota yang hadir saja. 
Jumlah minimum anggota pemilih adalah 
lima orang dan semuanya setuju dengan 
pemilihan tersebut. Atau hanya seorang 
saja yang membuat pilihan, sedangkan 
yang lainnya tinggal bersetuju dengan 
pilihan orang pertama. Pemilihan dilakukan 
oleh tiga anggota saja, dimana seorang 
akan memilih dan yang lainnya tinggal 
menyetujui saja. Mereka dianggap sebagai 
seorang Hakim dan dua orang saksi. Ada 
juga pendapat yang mengatakan bahwa 
pemilihan calon khalifah cukup dibuat oleh 
satu orang saja.  
Dewan pemilih khalifah atau disebut 
“ahlul halli wal aqdi”,  biasa juga disebut 
dengan “ahlul ikhtiyar”, “Fudhalau al 
ummah”, ada juga yang menyebutnya 
“ahlul ijtihad”. Imam al Mawardi dalam  al 
ahkam as-sulthaniyah menyebutkan tiga 
syarat yang harus ada pada ahlul ikhtiyar 
(ahlul halli wal aqdi) ini, yaitu: 
ﺎَﻬِﻃوُﺮُﺸِﻟ ُﺔَﻌِﻣَﺎْﳉا ُﺔَﻟاَﺪَﻌْﻟا ﺎَﻫُﺪَﺣَأ . ِﱐﺎﱠﺜﻟاَو :
 يِﺬﱠﻟا ُﻢْﻠِﻌْﻟا ْﻦَﻣ ِﺔَِﻓﺮْﻌَﻣ َﱃإ ِﻪِﺑ ُﻞﱠﺻَﻮَـﺘُـﻳ
ﺎَﻬﻴِﻓ َِةﺮَـﺒَﺘْﻌُﻤْﻟا ِطوُﺮﱡﺸﻟا ﻰَﻠَﻋ َﺔَﻣﺎَﻣ ِْﻹا ﱡﻖِﺤَﺘْﺴَﻳ 
.  ُﺚِﻟﺎﱠﺜﻟاَو : َﱃإ ِنَﺎﻳِّدَﺆُﻤْﻟا ُﺔَﻤْﻜِْﳊاَو ُيْأﱠﺮﻟا
 ِﲑِﺑْﺪَِﺘﺑَو ُﺢَﻠْﺻَأ ِﺔَﻣﺎَﻣ ِْﻺِﻟ َﻮُﻫ ْﻦَﻣ ِرﺎَﻴِﺘْﺧا
 ُفَﺮْﻋَأَو ُمَﻮْـَﻗأ ِﺢِﻟﺎَﺼَﻤْﻟا 
1. Memiliki keadilan dengan seluruh 
syaratnya 
2. Memiliki pengetahuan yang 
denganya dapat mengetahui siapa 
yang layak menduduki  jabatan 
Imamah  (yaitu imam atau khalifah) 
dengan seluruh syaratnya yang 
mu’tabar (diakui ulama). 
3. Memiliki pandangan dan hikmah 
yang menjadikannya mampu memilih 
siapa yang paling baik (layak) 
menduduki jabatan imamah (imam 
atau khalifah), paling mampu dan 
paling dikenal  dalam mengurus 
kemaslahatan umat.  
Imam Al Mawardi dalam Al-Ahkam 
al-Sulthaniyyah mensyaratkan pemilihan 
kepala negara atau Imam dengan 
dibentuknya Dewan Pemilih Imam (Ahlul 
Ikhtiar) yang memiliki kemampuan dan 
keahlian dalam memilih kepala negara atau 
Imam.  Persyaratan dari Dewan Pemilih 
Imam ini meliputi: (1) bersikap adil 
(al’adalah) dengan segala persyaratannya, 
(2) berilmu (al ilmu), yakni mengetahui apa 
persyaratan seorang kepala negara atau 
imam dalam pandangan Islam,  dan (3) 
memiliki pendapat dan hikmah 
kebijaksanaan (ar ra’yu wal hikmah) 
sehingga bisa menentukan mana yang lebih 
layak sebagai Imam/Kepala negara dan 
lebih mengerti pengaturan urusan 
kemaslahatan umat.    
Oleh karena itu, menyerahkan 
keputusan pengangkatan kepala negara atau 
kepala daerah dengan pilpres dan 
pemilukada seperti yang berlangsung 
selama ini jelas tidak memenuhi tata cara 
memilih dalam syariat Islam.  Sebab 
dengan pilpres dan pemilukada yang 
mengikuti arahan negara-negara Barat 
penganut sistem demokrasi yang hanya 
membodohi umat Islam di negeri ini, rakyat 
yang tidak memenuhi syarat memilih 
sebagaimana yang diterangkan oleh Imam 
Al Mawardi di atas justru diberi wewenang. 
Dengan pemaksaan sistem pemilu 
demokratis “one man one vote”  suara 
seorang ulama yang ahli syariah dan para 
profesor yang ahli tata negara disamakan 
dengan orang-orang yang sama sekali tidak 
berilmu apalagi memiliki hikmah 
kebijaksanaan. Jelas pemilu pilpres dan 
pemilukada yang mengikuti sistem 
demokrasi ini bertentangan dengan prinsip 
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syura atau permusyawaratan yang dikutip 
dalam sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan”.    
Syarat kelima, “bertempat tinggal di 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Syarat ini diaksudkan supaya 
kepala Negara mampu melaksanakan 
tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga 
terjadi kepemimpinanyang efektif dan 
efisien, tidak melakukan kemubadzdziran 
atau pemborosan karena kemubadzdziran 
sangat ditentang oleh Islam sebagaimana 
ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 27 yang 
artinya: 
 َنﺎََﻛو ِﲔِﻄَٰﻴﱠﺸﻟٱ َن َٰﻮْﺧِإ آﻮُـﻧﺎَﻛ َﻦِﻳرِّﺬَﺒُﻤْﻟٱ ﱠنِإ
 ِِّﻪﺑَﺮِﻟ ُﻦَٰﻄْﻴﱠﺸﻟٱ ۦ  ًرﻮُﻔَﻛ 
“Sesungguhnya pemboros-
pemboros itu adalah saudara-
saudara syaitan dan syaitan itu 
adalah sangat ingkar kepada 
Tuhannya”. (QS. Al-Isra, 17: 
27)45 
Dalam ajaran Islam, Khalifah harus 
warga negara Islam yang bertempat tinggal 
di dalam negeri dan hidup bersama 
warganya dan ikut merasakan apa yang 
mereka hadapi dengan demikian calon 
khalifah tidak dibenarkan orang yang hidup 
dinegeri kafir meskipun ia berahlak mulia, 
memiliki sifat-sifat yang baik. Sebab hijrah 
kedarul Islam adalah wajib dan dengan 
hijrah jumlah warga muslim bertambah 
banyak. Serta menambah jumlah pembela 
kaum muslimin. Hal ini dijelaskan dalam( 
QS: Al-Anfal : [8]: 72). 
Syarat keenam, “Telah melaporkan 
kekayaannya kepada instansi yang 
berwenang memeriksa laporan kekayaan 
penyelenggara Negara”. Semangat dari 
syarat ini adalah untuk mencegah kepala 
                                                 
45 Ibid., hlm. 428. 
Negara dan wakilnya dari melakukan 
tidakan korupsi untuk memperkaya diri, 
keluarga, dan kelompoknya dengan cara 
mengikuti hendak hawa nafsu, sebagaiana 
dilarang dalam Al-Qur’an yang artinya: 
 ُواَﺪَٰﻳۥ َٰﻨْﻠَﻌَﺟ ﺎﱠﻧِإ ُد ِضْرَْﻷٱ ِﰱ ًﺔَﻔﻴِﻠَﺧ َﻚ
 ٰىََﻮْﳍٱ ِﻊِﺒﱠﺘَـﺗ َﻻَو ِّﻖَْﳊِﭑﺑ ِسﺎﱠﻨﻟٱ َْﲔَـﺑ ﻢُﻜْﺣَﭑﻓ
 َنﻮﱡﻠِﻀَﻳ َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ ﱠنِإ ِﱠ ٱ ِﻞﻴِﺒَﺳ ﻦَﻋ َﻚﱠﻠِﻀُﻴَـﻓ
 ٌﺪﻳِﺪَﺷ ٌباَﺬَﻋ ُْﻢَﳍ ِﱠ ٱ ِﻞﻴِﺒَﺳ ﻦَﻋ  اﻮُﺴَﻧ َﺎِﲟ
 ِبﺎَﺴِْﳊٱ َمْﻮَـﻳ 
“Hai Daud,   sesungguhnya  Kami  
menjadikan  kamu   khalifah 
(penguasa)  di muka bumi,  maka  
berilah keputusan  (perkara)  di 
antara  manusia dengan  adil dan  
janganlah  kamu mengikuti  hawa 
nafsu,   karena  ia  akan  
menyesatkan  kamu  dari  jalan  
Allah. Sesungguhnya  orang-orang  
yang  sesat  darin  jalan  Allah  
akan mendapat  azab   yang  berat,    
karena  mereka   melupakan  hari 
perhitungan.” (QS., Shaad, 38: 
26)46 
Syarat ketujuh, “tidak sedang 
memiliki tanggungan utang secara 
perseorangan dan/atau secara badan hukum 
yang menjadi tanggung jawabnya yang 
merugikan keuangan Negara”. Syarat ini 
sangat penting demi menjaga kelancaran 
pemerintahan. Apabila seorang presiden 
dibebani oleh utang pribadi atau kelompok, 
maka dia tidak akan bisa konsentrasi dalam 
menjalankan tugasnya, bahkan bisa juga 
beban utang dia pikul akan menjadi salah 
satu pemicu untuk melakukantindkan 
korupsi. Korupsi sangat berentangan 
dengan ajaran karena korupsi bisa 
menyengsarakan masyarakat luas, padahal, 
Islam sangat mengutamakan kepentingan 
masyarakat luas daripada kepentingan 
pribadi atau kelompok. Seorang pemimpin 
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harus amanah sebagaimana sebagaimana 
firman Allah ta’ala:  
 اوﱡدَﺆُـﺗ ْنَأ ْﻢُُﻛﺮُﻣَْﺄﻳ َﱠ ا ﱠنِإ ﺎَﻬِﻠَْﻫأ َﱃِإ ِتَﺎﻧﺎَﻣﻷا
 ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ اﻮُﻤُﻜَْﲢ ْنَأ ِسﺎﱠﻨﻟا َْﲔَـﺑ ْﻢُﺘْﻤَﻜَﺣ اَذِإَو
 ﺎًﻌﻴ َِﲰ َنﺎَﻛ َﱠ ا ﱠنِإ ِِﻪﺑ ْﻢُﻜُﻈَِﻌﻳ ﺎﱠﻤِِﻌﻧ َﱠ ا ﱠنِإ
ًاﲑِﺼَﺑ 
“Sesungguhnya Allah menyuruh 
kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerima-nya 
dan menyuruh kamu, apabila 
menetapkan hukum diantara 
manusia, supaya menetapkan 
dengan adil sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat”. (Q.S. Al-Nisa [4]: 58)47  
 
Syarat kedelapan “tidak sedang 
dinyatakan pailit berdasarkan putusan 
pengadilan”. Seseorang yang dinyatakan 
failit oleh putusan pengadilan berarti dia 
sedang berada dalam kondisi kesulitan 
dalam mengelola kepentingan pribadinya. 
Jika seseorng sudah tidak mampu meminij 
dirinya sendiri, maka bagaimana mungkin 
dia akan bisa meminij Negara yang 
demikian kompleks. Dalam ajaran Islam 
orang yang tengah failit (jatuh 
bangkrut/gharimiin) bukanharus dibebani 
dengan cara dijaikan pemimpin; tapi harus 
ditolong dengan cara diberikan bagian dari 
harta zakat, sebagaimana firman Allah: 
 َﲔِﻠِﻤ َٰﻌْﻟٱَو ِﲔِﻜ َٰﺴَﻤْﻟٱَو ِٓءَاﺮَﻘُﻔِْﻠﻟ ُﺖَٰﻗَﺪﱠﺼﻟٱ َﺎ ﱠﳕِإ
 ِبَﺎِّﻗﺮﻟٱ ِﰱَو ْﻢُﻬُـﺑﻮُﻠُـﻗ ِﺔَﻔﱠﻟَﺆُﻤْﻟٱَو ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ
 ِﻞﻴِﺒﱠﺴﻟٱ ِﻦْﺑٱَو ِﱠ ٱ ِﻞﻴِﺒَﺳ ِﰱَو َﲔِِﻣﺮ َٰﻐْﻟٱَو  ًﺔَﻀِﻳﺮَﻓ
ٱَو ِﱠ ٱ َﻦِّﻣ ٌﻢﻴِﻜَﺣ ٌﻢﻴِﻠَﻋ ُ ﱠ  
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, 
hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat, para mu'allaf 
yang dibujuk hatinya, untuk 
                                                 
47 Ibid., ..., hlm. 128. 
(memerdekakan) budak, orang-
orang yang berhutang, untuk jalan 
Allah dan untuk mereka yuang 
sedang dalam perjalanan, sebagai 
suatu ketetapan yang diwajibkan 
Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana.” (QS. Al-Taubah, [9]: 
60)48 
Syarat kesembilan “tidak pernah 
melakukan perbuatan tercela”. Dalam 
ajaran Islam, seorang pemimpin haruslah 
orang yang berakhlak mulia yang tidak 
pernah melakukan perbuatan tercela. Yang 
dimaksud dengan adil atau layak moral 
bagi calon kepala negara Islam tidak berarti 
ia terpelihara dari kesalahan ucapan, 
perbuatan dan sikapnya. Sebab sifat 
ma’syum hanya dimiliki para rasul, yang 
memang dapat perlindungan istimewa dari 
Allah dari perbuatan dan maksiat. 
Sedangkan muslim biasa tidak tertutup 
kemungkinan melakukan kesalahan dan 
dosa-dosa kecil tidak menggugurkan 
kelayakan moralnya melainkan cukup 
dengan istigfar dari perbuatan salah dan 
dosa kecil yang disadari dengan tetap 
berniat untuk memperbaiki diri. 
“Rasulullah Saw. bersabda Demi Allah 
yang jiwaku ada ditangannya, seandainya 
kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah 
melenyapkan kalian dan mendatangkan 
suatu kaum yang berdosa, lalu mereka 
memohon ampunan lalu Allahpun 
mengampuni mereka. (Muslim).49 Jadi 
yang dimaksud dengan layak moral adalah 
bahwa calon pemimpin negara Islam- 
jabatan yang sangat penting ini- 
melaksanakan kewajiban-kewajiban dan 
rukun-rukun Islam dengan baik dengan 
tetap menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus 
                                                 
48 Ibid., ..., hlm. 288. 
49 Al-Tabrizi, Misykat Al-Mashabi, (Mesir: 
Mansurat al-Maktab al-Islamy. T.th.), hlm. 176. 
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menerus melakukan dosa-dosa kecil, 
bertutur kata yang jujur, tanpak teguh 
memegang amanah, jauh dari meragukan, 
dapat mengendalikan diri saat gembira dan 
marah, tidak secara terang-terangan 
melakukan maksiat dan tidak bertindak 
dzalim dalam pemerintahan. Oleh sebab itu 
tidak dibenarkan mengangkat imam yang 
fasik karena dia meremehkan aturan agama 
tidak peduli dengan perbuatan dosa. 
Pemimpin yang adil atau tiak 
melakukan perbuatan tercela yaitu orang 
yang konsisten dalam menjalankan 
agamanya (bertakwa dan menjaga 
muru'ah). Jadi tidak sah orang fasik 
diangkat menjadi seorang khalifah. Adil 
adalah syarat yang harus dipenuhi untu k 
pengangkatan khilafah serta keber-
langsungan akad pengangkatannya. Sebab, 
Allah  telah mensyaratkan pada seorang 
saksi dengan syarat adalah (adil). Allah 
berfirman:  
 ْوَأ ٍفوُﺮَْﻌِﲟ ﱠﻦُﻫﻮُﻜِﺴْﻣََﺄﻓ ﱠﻦُﻬَﻠَﺟَأ َﻦْﻐَﻠَـﺑ اَذَِﺈﻓ
 ٍلْﺪَﻋ ْيَوَذ اوُﺪِﻬْﺷَأَو ٍفوُﺮَْﻌِﲟ ﱠﻦُﻫﻮُِﻗرَﺎﻓ
 ِﻪِﺑ ُﻆَﻋُﻮﻳ ْﻢُﻜِﻟَذ ِﱠ ِ َةَدﺎَﻬﱠﺸﻟا اﻮُﻤﻴَِﻗأَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ
 ِﻖﱠﺘَـﻳ ْﻦَﻣَو ِﺮِﺧﻵا ِمْﻮَـﻴْﻟاَو ِﱠ ِﺎﺑ ُﻦِﻣْﺆُـﻳ َنﺎَﻛ ْﻦَﻣ
ﺎًﺟَﺮَْﳐ ُﻪَﻟ ْﻞَﻌَْﳚ َ ﱠ ا 
“Apabila mereka telah mendekati 
akhir idahnya, maka rujukilah 
mereka dengan baik atau 
lepaskanlah mereka dengan baik 
dan persaksikanlah dengan dua 
orang saksi yang adil di antara 
kamu dan hendaklah kamu 
tegakkan kesaksian itu karena 
Allah. Demikianlah diberi 
pengajaran dengan itu orang yang 
beriman kepada Allah dan hari 
akhirat. Barang siapa yang 
bertakwa kepada Allah niscaya 
Dia akan mengadakan baginya 
jalan ke luar”. (QS. Al-Thalaq 
[65]: 2)50. 
Kedudukan seorang khalifah tentu 
saja lebih tinggi daripada seorang saksi. 
Karena itu, tentu lebih utama dia memiliki 
syarat adil. Sebab kalau kepada seorang 
saksi saja ditetapkan syarat adil, apalagi 
kalau syarat itu untuk seorang khalifah. 
Syarat kesepuluh, “terdaftar sebagai 
pemilih”. Warga negara yang terdaftar 
sebagai pemilih merupakan salah satu 
indikasi bahwa dia adalah seorang warga 
negara yang baik, yang aktif, dan disiplin; 
dan sebaliknya. Islam telah memerinthkan 
setiap Muslim untuk menjadi orang yang 
taat kepada Allah dan juga sebagai warga 
Negara taat terhadap Negara. Allah 
berfirman: 
 اﻮُﻌﻴِﻃَأَو َﱠ ا اﻮُﻌﻴِﻃَأ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ َﺎﻳ
 ِﰲ ْﻢُﺘْﻋَزﺎَﻨَـﺗ ْنَِﺈﻓ ْﻢُﻜْﻨِﻣ ِﺮْﻣﻷا ِﱄُوأَو َلﻮُﺳﱠﺮﻟا
 ْﻢُﺘْﻨُﻛ ْنِإ ِلﻮُﺳﱠﺮﻟاَو ِﱠ ا َﱃِإ ُﻩوﱡدُﺮَـﻓ ٍءْﻲَﺷ
 ْﺆُـﺗ ٌﺮ ْـﻴَﺧ َﻚِﻟَذ ِﺮِﺧﻵا ِمْﻮَـﻴْﻟاَو ِﱠ ِﺎﺑ َنﻮُﻨِﻣ
ﻼﻳِوَْﺄﺗ ُﻦَﺴْﺣَأَو 
“Hai orang-orang yang beriman, 
taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-
Nisa [4] : 59)51. 
Syarat kesebelas “memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah 
melaksanakan kewajiban membayar pajak 
selama 5 (lima) tahun terakhir yang 
dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 
                                                 
50 Soenarjo dkk., Al-Qur’an dan ..., hlm. 945. 
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Orang Pribadi”.  Memiliki NPWP dan bukti 
pembayaran pajak selama 5 (lima) tahun 
terakhir yang dibuktikan dengan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak Orang Pribadi dimaksudkan 
untuk mengetahui kekayaan dan 
ketaatannya terhadap pemertintah dalam 
hal mmbayar pajak.  Orang kaya yang 
disiplin membayar pajak, dalam ajaran 
Islam difahami sebagai orang yang giat 
dalam berinfak dalam membangun umat, 
bangsa, dan Negara. Ini sangat jelas sesuai 
dengan firman Allah  : 
  ﺎَﻣ ِﺖَٰﺒَِّﻴﻃ ﻦِﻣ اﻮُﻘِﻔَﻧأ آﻮُـﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ ﺎَﻬـﱡَﻳٓﺄَٰﻳ
 َﻻَو  ِضْرَْﻷٱ َﻦ ِّﻣ ﻢُﻜَﻟ ﺎَﻨْﺟَﺮْﺧَأ ٓﺎﱠِﳑَو ْﻢُﺘْﺒَﺴَﻛ
 ِﻪﻳِﺬِﺧَﺎِٔـﺑ ﻢُﺘْﺴَﻟَو َنﻮُﻘِﻔُﻨﺗ ُﻪْﻨِﻣ َﺚﻴَِﺒْﳋٱ اﻮُﻤﱠﻤَﻴَـﺗ
 ﱞِﲎَﻏ َﱠ ٱ ﱠَنأ آﻮُﻤَﻠْﻋٱَو  ِﻪﻴِﻓ اﻮُﻀِﻤْﻐُـﺗ نَأ ٓﱠﻻِإ
 ٌﺪﻴ َِﲪ 
“Hai orang-orang yang beriman, 
nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang 
baik-baik dan sebagian dari apa 
yang Kami keluarkan dari bumi 
untuk kamu. Dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, 
padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya.  
Dan ketahuilah, bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. 
(QS. Al-Baqarah [2]: 267)52 
 
Syarat kedua belas “belum pernah 
menjabat sebagai Presiden atau Wakil 
Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan 
dalam jabatan yang sama”.  Tujuan dari 
syarat ini sangat baik untuk kemajuan 
sebuah Negara, yaitu agar kemajuan yang 
dicapai terus meningkat dan agar 
kekuasaan tidak hanya berada pada 
segelintir orang, tapi berputar antara 
                                                 
52 Ibid., hlm. 67. 
individu-individu yang berkualitas dalam 
setiap generasi. Syarat ini sangat relevan 
dengan kehendk Syaari (Allah ) 
sebagaimana dalam firman-Nya: 
             
               
             
                 
   
“Jika kamu (pada perang Uhud) 
mendapat luka, maka 
sesungguhnya kaum (kafir) itupun 
(pada perang Badar) mendapat 
luka yang serupa. Dan masa 
(kejayaan dan kehancuran) itu 
Kami pergilirkan diantara 
manusia (agar mereka mendapat 
pelajaran); dan supaya Allah 
membedakan orang-orang yang 
beriman (dengan orang-orang 
kafir) supaya sebagian kamu 
dijadikan-Nya (gugur sebagai) 
syuhada'. Dan Allah tidak 
menyukai orang-orang yang 
zhalim”. (QS. Ali Imran [3]: 
140).53 
Syarat ketiga belas “setia kepada 
Pancasila sebagai dasar negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 
Agustus 1945”. Pancasila adalah falsafah 
bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh 
tokoh-tokoh Muslim pendiri Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang 
memperhatikan kepentingan warga negara 
yang berasal dari agama lain. Ajaran Islam 
dikemas dalam falsafah dan dasar Negara 
yang bernama Pancasila. Seluruh sila-sila 
dari Pancasila pada dasarnya adalah ajaran 
Islam terkait dengan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Oleh karena itu kesetiaan 
                                                 
53 Ibid., hlm. 99. 
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terhadap Pancasila sama dengan kesetiaan 
terhadap ajaran Islam. Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 
1945 adalah merupakan penjabaran dari 
Pancasila, satu sama lain saling padu dalam 
rangka menciptakan masyarakat bangsa 
yang aman, sejahtera, dan diridhai Allah. 
Jika Islam harus dibela dan diupayakan 
penegakkan, maka Pancasila pun demikian. 
Penulis tidak melihat Pancasila sebagai 
wujudnya, tapi melihat substansinya yang 
berumber dari ajaran Islam. Pancasila alat 
pemersatu bangsa Indonesia, karena itu 
harus dipertahankan supaya tidak terpecah. 
Kita dilarang Allah untuk berpecah-pecah 
sebgaimana dalam firman-Nya: 
                  
                    
             
              
                
            
"Dan berpeganglah kamu semuanya 
kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan 
ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu 
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) 
bermusuh-musuhan, maka Allah 
mempersatukan hatimu, lalu 
menjadilah kamu karena ni'mat 
Allah, orang-orang yang bersaudara; 
dan kamu telah berada di tepi jurang 
neraka, lalu Allah menyelamatkan 
kamu dari padanya. Demikianlah 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepadamu, agar kamu mendapat 
petunjuk” (QS. Ali Imran [3]: 103)54  
Syarat keempat belas “tidak pernah 
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
                                                 
54 Ibid., hlm. 93. 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Syarat 
ini merupakan syarat yang sangat dijunjung 
oleh ajaran Islam, karena menyangkut 
akhlak seseorang. Siapa pun yang pernah 
dijatuhi hukuman penjara selama lebih dari 
5 tahun berarti telah melakukan perbuatan 
tercela; sedangkan pemimpin harus 
berakhlak mulia. Mereka yang telah 
melakukan perbuatan tercela, maka berarti 
dia bukan orang yang adil, padahal ‘adalah 
(keadilan) merupakan syarat pemimpin 
yang disepakati oleh para ulama. ‘Adalah 
(kelayakan moral) tidak berarti ia 
terpelihara dari kesalahan ucapan, 
perbuatan dan sikapnya. Sebab sifat 
ma’shum hanya dimiliki para rasul, yang 
memang dapat perlindungan istimewa dari 
Allah dari perbuatan dan maksiat. 
Sedangkan muslim biasa tidak tertutup 
kemungkinan melakukan kesalahan dan 
dosa-dosa kecil tidak menggugurkan 
kelayakan moralnya melainkan cukup 
dengan istigfar dari perbuatan salah dan 
dosa kecil yang disadari dengan tetap 
berniat untuk memperbaiki diri. 
“Rasulullah Saw. bersabda Demi Allah 
yang jiwaku ada ditangannya, seandainya 
kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah 
melenyapkan kalian dan mendatangkan 
suatu kaum yang berdosa, lalu mereka 
memohon ampunan lalu Allahpun 
mengampuni mereka. (Muslim).55 Jadi 
yang dimaksud dengan layak moral adalah 
bahwa calon pemimpin negara Islam- 
jabatan yang sangat penting ini- 
melaksanakan kewajiban-kewajiban dan 
rukun-rukun Islam dengan baik dengan 
tetap menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus 
                                                 
55 Al-Tabrizi, Misykat Al-Mashabi, (Mesir: 
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menerus melakukan dosa-dosa kecil, 
bertutur kata yang jujur, tanpak teguh 
memegang amanah, jauh dari meragukan, 
dapat mengendalikan diri saat gembira dan 
marah, tidak secara terang-terangan 
melakukan maksiat dan tidak bertindak 
dzalim dalam pemerintahan. Oleh sebab itu 
tidak dibenarkan mengangkat imam yang 
fasik karena dia meremehkan aturan agama 
tidak peduli dengan perbuatan dosa. 
Syarat kelima belas “berusia 
sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) 
tahun”. Manurut para ahli psikologi usia 35 
tahun itu adalah usia yang sudah mendekati 
pada kematangan. Penentuan usia 35 tahun 
sebagai syarat bagi seorang pemimpin 
meskipun Islam tidak menentukan seperti 
itu, tapi cukup Islami karena melihat fakta 
sejarah para pemimpim dalam Islam lebih 
banyak yang mulai memimpin pada usia 
lebih tua dari 35 tahun, sebagaimana Nabi 
sendiri pada usia 40 tahun. Islam sangat 
menekankan pada kemampuan individu dan 
kemampuan diperoleh sejalan perjalanan 
usia dan pengalaman. Calon kepala negara 
menurut Islam harus mampu mengarahkan 
diri pada kepentingan umat berani dan 
tegar, mempersiapkan angkatan perang dan 
melindungi wilayah negara memiliki daya 
nalar yang baik memusatkan pikiran untuk 
meningkatkan kesejahteraan umat dan 
mengurusinya, menyingkirkan kerusakan 
cerdik, dalam berpolitik, memiliki 
kesadaran tinggi, tidak lengah, memahami 
kemampuan para pembantunya dan ahlak 
mereka agar dapat memilih dan 
menempatkan mereka pada posisi yang 
tepat. Ibnu Khaldun berkata jika kepala 
negara tegas dalam menegakan hukum 
pidana dan mendobrak peperangan, 
memahami politik hukum dan perang, 
mampu mengarahkan manusia kearah 
sanah, mengetahui liku-liku 
persekongkolan, kuat menghadapi beratnya 
politik, maka dengan demikian ia mampu 
melindungi agama, memerangi musuh, 
menegakan hukum, dan mengurus 
kepentingan.56  
Syarat keenam belas “berpendidikan 
paling rendah tamat Sekolah Menengah 
Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau 
bentuk lain yang sederajat”.  Di Indonesia, 
rata-rata pencapaian pendidikan warga 
Negara belum sampai pada tamat SLA, 
oleh karena itu syarat SLA sudah berada di 
atas rata-rata. Calon kepala Negara menurut 
Islam harus memliki pengetahuan yang 
luas. Para ulama membuat persyaratan 
hendaknya kepala negara Islam memiliki 
ilmu pengetahuan. Akan tetapi mereka 
berbeda pendapat mengenai yang dimaksud 
dengan ilmu pengetahuan. Sebagian 
mereka berpendapat bahwa ilmu 
pengetahuan yang disyaratkan disini adalah 
ijtihad. Yaitu bahwa khalifah hendaknya 
seorang mujtahid. Maka tidak dibenarkan 
mengangkat menjadi imam orang yang 
bukan mujtahid. Diantara ulama ini ialah 
Abu Hasan Al-Mawardi ASyafi’i dan Abu 
Ya’la Al-Farra, Al-Hanbali, Ibnu Khaldun, 
Abu Mansyur, Abdul Kohir Al-Baghdadi 
dan Al-Kurdistani dalam kitab taqrib 
Almarram. 
Syarat ketujuh belas “bukan bekas 
anggota organisasi terlarang Partai 
Komunis Indonesia, termasuk organisasi 
massanya, atau bukan orang yang terlibat 
langsung dalam G.30.S/PKI”. Partai 
Komunis Indonesia merupakan partai 
terlarang di Indonesia karena ajarannya 
bertentangan dengan ajaran Islam. Sangat 
jelas syarat ini diajukan oleh para tokoh 
Muslim supaya Negara ini dipimpin oleh 
individu yang bertqwa kepada Allah SWT. 
                                                 
56 Ibnu Khaldun, Muqaddimah ..., hlm. 66. 
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Dalam kepemimpinan Islam, ketaqwaan 
yang dinyatakan dengn beragama Islam itu 
merupakan syarat yang pertama yang 
disepakati oleh para ulama. Pada 
kenyataannya Indonesia belum pernah 
dipimpin oleh seorang kepala Negara yang 
non-Muslim. Kepala negara menurut Islam 
harus beragama Islam. Orang kafir sehebat 
apapun tidak dibenarkan memegang jabatan 
penting ini secara mutlak. Al-Qur’an secara 
tegas mewajibkan taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya, serta ulil amri diantara kamu. 
Ini tentu yang beragama Islam. Para ulama 
memahami bahwa ulil amri adalah para 
amir dikalangan kaum muslimin, terutama 
amir umum, yakni kepala negara. Allah  
mengharamkan seorang muslim 
mengangkat seorang pemimpin kafir 
bahkan telah menetapkan agar orang kafir 
tidak menguasai atas orang mukmin dengan 
firman-Nya: “ Dan sekali-kali Allah tidak 
akan menjadikan bagi orang kafir  atas 
orang-orang mukmin suatu jalan ( QS.: Al-
Nisa [4]: 141),  selain itu juga dijelaskan 
pada surat yang sama ayat : 144. 
Syarat kedelapan belas “Memiliki 
visi, misi, dan program dalam 
melaksanakan pemerintahan negara 
Republik Indonesia”.  Memiliki visi, misi, 
dan program merupakan syarat yang harus 
dimiliki oleh seorang calon kepala Negara 
menurut Islam. Syarat untuk menjadi calon 
kepala Negara menuru Islam sangat ketat 
untuk memberikan persyaratannya salah 
satunya seperti yang disyaratkan oleh ahli 
hukum Islam yang sangat terkenal dan 
mumpuni di bidangnya seperti yang 
disampaikan oleh ulama besar Syekh Imam 
Al-Mawardi dalam kitab nya Al-Ahkam al-
Sulthaniyah57 dimana yang menjadi syarat 
kepala Negara adalah sebagai berikut: 
1. Keseimbangan (al-adalah) yang 
memenuhi semua kriteria. 
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang 
membuatnya dapat melakukan ijtihad 
untuk menghadapi kejadian-kejadian 
yang timbul dan untuk membuat 
kebijakan hukum. 
3. Pancaindranya lengkap dan sehat dari 
pendengaran, penglihatan, lidah, dan 
sebagainya-sehingga ia dapat 
menangkap dengan benar dan tepat 
apa yang ditangkap oleh indranya itu. 
4. Tidak ada kekurangan pada anggota 
tubuhnya yang menghalanginya 
untuk bergerak dan cepat bangun. 
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia 
dapat menciptakan kebijakan bagi 
kepentingan rakyat dan mewujudkan 
kemaslahatan mereka. 
6. Mempunyai keberanian dan sifat 
menjaga rakyat, yang membuatnya 
mempertahankan rakyatnya dan 
memerangi musuh.  
7. Ia mempunyai nasab dari suku 
Quraisy karena adanya nash tentang 
hal itu  dan telah terwujudnya ijma 
ulama tentang masalah itu. Pendapat 
Dhirar yang membolehkan 
kepemimpinan negara bagi semua 
orang adalah pendapat yang tidak 
dapat didengarkan karena Abu Bakar 
ash-Shidiq r.a berdalil pada hari 
Saqifah di hadapan kalangan Anshar, 
saat ia menolak tindakan mereka 
yang membaiat Sa’ad bin Ubadah  
untuk memangku jabatan khalifah, 
dengan sabda Rasulullah : “Para 
pemimpin adalah dari suku Quraisy”. 
                                                 
57Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin 
Habib al-Basri Al-Baghdadi Al-Mawardi al-Syafi’i. 
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Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 
seluruh persyaratan calon presiden dan 
wakil presiden di Indoensia sebagaiana 
dituangkan dalam Undang-Undang No. 42 
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden telah sesuai 
dengan ajaran Islam. 
J. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan mengenai 
kritik hukum Islam terhadap Undang-
undang No. 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Pemilihan presiden dan wakil 
presiden menurut hukum Islam 
adalah dengan menggunakan 
beberapa mekanisme yang telah 
dicontohkan dalam pemilihan para 
Khulafa al-Rasyidin di Madinah. 
Pemilihan Abu Bakar dilakukan 
dengan cara kesepakatan para 
shahabat Nabi yang didasarkan 
kepada isyarat-isyarat yang datang 
dari Nabi Muhammad Saw. 
Pemilihan Umar bin Khaththab 
menjadi khalifah didasarkan pada 
wasiat yang dibuat oleh khalifah 
sebelumnya yaitu Abu Bakar. 
Pemilihan Utsman bin Affan menjadi 
khalifah dengan cara musyawarah 
yang dilakukan oleh tujuh orang yang 
ditunjuk oleh khalifah sebelumnya 
untuk memilih salah satu di antara 
mereka. Pemilihan  khalifah Ali bin 
Abi Thalib dipilih dengan 
kesepakatan beberapa shahabat Nabi. 
Dari perbedaan-perbedaan cara yang 
diterapkan itu dapat difahami bahwa 
pemilihan kepala negara dalam Islam 
dilakukan dengan cara-cara yang 
berbeda-beda sesuai dengan situasi 
dan kondisi. Perbedaan-perbedaan ini 
dapat difahami sebagai dinamika cara 
pemilihan kepala Negara dalam Islam 
yang akan terus berlangsung sesuai 
perguliran waktu, situasi, dan kondisi.   
2. Pemilihan presiden dan wakil 
presiden di Indonesia telah 
mengalami perubahan yang cukup 
signifikan. Pada masa Orde Lama dan 
Orde Baru pemilihan presiden da 
wakilnya dilakukan oleh anggota 
MPR. Sedangkan sejak Era 
Reformasi sampai sekarang 
pemilihan presiden dan wakilnya 
dilakukan secara langsung oleh 
rakyat.   
3. Sistem pemilihan presiden dan wakil 
presiden dan syarat-syarat calon 
presiden dan wakil presiden di 
Indonesia sebagaimana diuraikan 
dalam Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2008 tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden 
sudah sesuai dengan hukum Islam. 
Bahkan, menurut penulis syarat-
syarat calon presiden dan wakil 
presiden yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2008 itu bukan hanya sesuai, tapi 
diadopsi dari ajaran Islam yang 
bersumber dari Al-Qur’an dan Al-
Sunnah. 
K. Saran 
Kesimpulan dari penelitian ini 
memunculkan satu kesimpulan baru berupa 
penegasan mengenai sistem pemilihan 
presiden dan wakilnya serta syarat-syarat 
yang harus dipenuhi para calon di 
Indonesia. Kesimpulan tersebut melahirkan 
saran-saran yaitu:  
1. Sebagai negara dengan penduduk 
mayoritas Muslim, Indonesia sudah 
selayaknya berupaya terus untuk 
mencangkok ajaran Islam ke dalam 
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berbagai aturan lainnya khususnya 
dalam bidang politik negara yaitu 
dalam mekanisme pemilihan presiden 
dan wakil presiden, baik secara 
prosedural maupun substansinya. 
2. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 
pada beberapa hal seperti tingkat 
pendidikan calon presiden dan wakil 
presiden harus diamandemen karena 
sudah kurang sesuai dengan kondisi 
masyarakat Indoesia dewasa ini. 
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